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KEMENKEU. Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 156 /PMK.05/2019
TENTANG
DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
88/PMK.05/2018 tentang Dana Perhitungan Fihak
Ketiga;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyetoran, pembayaran, dan pengembalian dana
perhitungan fihak ketiga, perlu mengatur kembali
ketentuan mengenai Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Perhitungan

Fihak Ketiga;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi
Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5407);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang
Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
Pegawai  Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5792);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang
Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran,
dan Besarnya Iuran-luran yang Dipungut dari Pegawai
Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan
atas Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang
Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran,
dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai
Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019
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tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut
Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh
pemerintah pusat dari pungutan dan/atau hasil
pemotongan gaji/upah/penghasilan tetap bulanan
pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri
sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI),
anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pimpinan
dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau
pegawai pemerintah non pegawai negeri dan sejumlah
dana yang disetorkan oleh pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dan pungutan atau potongan
lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau
pemerintah daerah.

Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK Pegawai yang
selanjutnya disingkat SKP-PFK adalah dokumen yang
menjadi dasar pembayaran Dana PFK pegawai dan
berlaku sebagai dokumen pelaksanaan anggaran.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
bendahara umum negara, untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran

negara.
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10.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang
bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
DIPA.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku
kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya
disebut Dit PKN adalah unit eselon II pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
Direktorat Sistem Perbendaharaan yang selanjutnya
disebut Dit SP adalah unit eselon II pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem
perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari bendahara umum negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum
negara.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan

fungsi BUN.
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Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penandatangan SPM yang selanjutnya disingkat
PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda
adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah lainnya sebagai  unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga mnegara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya
disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai
honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan
atas beban APBN/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Pegawai Negeri Sipil Pusat yang selanjutnya disebut PNS
Pusat adalah calon PNS dan PNS yang gajinya
dibebankan pada APBN.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNS
Daerah adalah calon PNS dan PNS yang gajinya
dibebankan pada APBD.

Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang
selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini
kementerian negara/lembaga atau unit organisasi
Pemda yang melaksanakan kegiatan kementerian
negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemda
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang selanjutnya
disebut Satker BLU adalah instansi di lingkungan
pemerintah pusat dan/atau daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.

Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat
BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank/pos
persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan
teraan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor
transaksi bank/nomor transaksi pos sebagai sarana
administrasi lain yang kedudukannya disamakan
dengan surat setoran.

Surat Ketetapan Pengembalian adalah surat ketetapan
yang diterbitkan pengguna anggaran/KPA Satker,
Pemda, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Bank
Persepsi, Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya
yang menetapkan penerima pengembalian

kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai.
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Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan
Negara yang selanjutnya disingkat SKKSPN adalah
surat ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala KPPN
selaku kuasa BUN atas nama Menteri Keuangan selaku
BUN yang menetapkan adanya pengembalian atas
kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai
kepada yang berhak dan berfungsi sebagai dasar
penerbitan surat perintah membayar pengembalian
penerimaan negara.

Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya
disebut SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa
pendapatan dan/atau penerimaan negara telah
dibukukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan
yang selanjutnya disingkat SPMPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana
berdasarkan SKKSPN dan SKTB.

Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi
Lainnya adalah bank umum, PT Pos Indonesia (Persero)
dan Lembaga Persepsi Lainnya yang ditunjuk oleh
kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan
negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang
selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan
yang antara lain berisi pernyataan bahwa segala akibat
dari tindakan pejabat/ seseorang yang dapat
mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang

mengambil tindakan dimaksud.

www.peraturan.go.id



2019, No.1417

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dana PFK terdiri atas:

a.
b.

Dana PFK pegawai; dan

Dana PFK lainnya.

Pasal 3

Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a merupakan sejumlah dana yang dihimpun untuk:

a.
b.
C.
d.

iuran jaminan kesehatan;

iuran dana pensiun;

iuran tabungan hari tua; dan

iuran beras Bulog,

yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

(1)

(2)

Pasal 4

[uran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a meliputi:

a.

Iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara, Gubernur,
wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota,
wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit
TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri,
dan PNS Polri;

iuran jaminan kesehatan Pemda;

iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota
DPRD;

iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN;
iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT
Taspen (Persero);

iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri
(Persero); dan

iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga

yang lain.

[uran jaminan kesehatan Pejabat Negara, Gubernur,

wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil
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Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit TNI, PNS
Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji/upah Pejabat
Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,

Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah,

prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri,

dan PNS Polri untuk iuran jaminan kesehatan.

[uran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah dana yang

dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah
provinsi/kabupaten/kota selaku pemberi kerja

Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,

Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, pimpinan dan

anggota DPRD serta PPPK dan/atau PPNPN daerah untuk

penyelenggaraan iuran  jaminan kesehatan = bagi

Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,

Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, pimpinan dan

anggota DPRD serta PPPK dan/atau PPNPN daerah

termasuk tunggakan kewajiban iuran jaminan kesehatan

Pemda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan mengenai tata cara penyelesaian tunggakan

luran jaminan kesehatan pemerintah daerah melalui

pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi
hasil.

[uran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan

sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji/upah pimpinan
dan anggota DPRD untuk iuran jaminan kesehatan.

[uran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan

sejumlah dana yang dibayarkan dari:

a. penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNPN pusat,
PPPK dan/atau PPNPN daerah, dan PPPK dan/atau
PPNPN pada Satker BLU yang berasal dari
pendapatan BLU; dan
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(6)

(7)

(8)

9)

(10)

-10-

b. pendapatan BLU pada Satker BLU selaku pemberi
kerja.
[uran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen
(Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh PT
Taspen (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan
kesehatan pensiunan Pejabat Negara, Gubernur, wakil
Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil
Walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah.
Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri
(Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh PT
Asabri (Persero) untuk pembayaran iuran jaminan
kesehatan pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota
Polri, pensiunan PNS Kementerian Pertahanan, dan
pensiunan PNS Polri.
Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan
sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji/upah atau
penghasilan tetap Pejabat Negara, Gubernur, wakil
Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil
Walikota, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian
Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, PNS Daerah, PPPK
dan/atau PPNPN pusat, dan PPPK dan/atau PPNPN
daerah setiap bulannya untuk iuran jaminan kesehatan
bagi anggota keluarga yang lain.
Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(8) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan
tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS
Daerah.
Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 5
Iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji
Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil
Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah,
prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan

PNS Polri untuk iuran dana pensiun.

Pasal 6
Iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf ¢ merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari
gaji Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil
Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah,
prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan

PNS Polri untuk iuran tabungan hari tua.

Pasal 7
Iuran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d merupakan sejumlah dana yang dibayarkan dari gaji
PNS Pusat, prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan,
anggota Polri, dan PNS Polri untuk pembayaran tunjangan

beras dalam bentuk natura.

Pasal 8

(1) Dana PFK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b merupakan dana yang diperoleh pemerintah
pusat dari pungutan dan/atau potongan selain dari
pungutan dan/atau potongan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 untuk dibayarkan kepada pihak ketiga
atau Pemda sepanjang penyetorannya melalui sistem
penerimaan negara.

(2) Ketentuan mengenai pemungutan, penyetoran, dan
pengembalian Dana PFK lainnya diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan tersendiri.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

-12-

BAB III
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN
GAJI/UPAH/PENGHASILAN TETAP UNTUK DANA PFK
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pemotongan Gaji/Upah/Penghasilan Tetap
untuk Dana PFK Pegawai

Pasal 9

[uran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2) dipotong dari gaji/upah:

a. Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS
Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS
Polri; dan

b. Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,
Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9).

Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada

Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS

Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan

kesehatan sebagai potongan dalam daftar gaji dan/atau
daftar potongan.

Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada

Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,

Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan

kesehatan Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil

Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah

sebagai potongan dalam daftar gaji dan/atau daftar

potongan.
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Pasal 10

[uran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dipotong
dari gaji/upah pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10).
Gaji/upah pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh SKPD yang
membayarkan gaji/upah kepada pimpinan dan anggota
DPRD.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mencantumkan besaran jaminan
kesehatan sebagai potongan dalam daftar pembayaran

gaji/upah.

Pasal 11
Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a
dipotong dari penghasilan tetap PPPK dan/atau PPNPN
pusat, PPPK dan/atau PPNPN daerah, PPPK dan/atau
PPNPN pada Satker BLU yang berasal dari pendapatan
BLU.
Iuran jaminan kesehatan dari penghasilan tetap PPPK
dan/atau PPNPN pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipotong oleh Satker yang membayarkan penghasilan
tetap kepada PPPK dan/atau PPNPN pusat.
[uran jaminan kesehatan dari penghasilan tetap PPPK
dan/atau PPNPN daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipotong oleh SKPD yang membayarkan
penghasilan tetap kepada PPPK dan/atau PPNPN daerah.
Iuran jaminan kesehatan dari penghasilan tetap PPPK
dan/atau PPNPN pada Satker BLU yang berasal dari
pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipotong oleh Satker BLU yang membayarkan
penghasilan tetap kepada PPPK dan/atau PPNPN pada
Satker BLU.
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4) dilakukan dengan mencantumkan
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besaran jaminan kesehatan sebagai potongan dalam

daftar pembayaran penghasilan tetap.

Pasal 12

[uran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6)
dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan
Pejabat Negara, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil
Bupati, Walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS
Daerah.

Penghasilan tetap bulanan pensiunan Pejabat Negara,
Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,
Walikota, wakil walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PT
Taspen (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 13

[uran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7)
dipotong dari penghasilan tetap bulanan pensiunan
prajurit TNI, pensiunan PNS Kementerian Pertahanan,
pensiunan anggota Polri, dan pensiunan PNS Polri.

Penghasilan tetap bulanan pensiunan prajurit TNI,
pensiunan PNS Kementerian Pertahanan, pensiunan
anggota Polri, dan pensiunan PNS Polri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh PT Asabri (Persero)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 14
Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dapat
dipotong dari:
a. gaji/upah Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI,
PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan

PNS Polri serta penghasilan tetap PPPK dan/atau
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PPNPN pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (5) huruf a; dan
b. gaji/upah pimpinan dan anggota DPRD, Gubernur,
wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota,
wakil Walikota, dan PNS Daerah serta penghasilan
tetap PPPK dan/atau PPNPN daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a.
Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota
keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari
Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS
Kementerian Pertahanan, anggota Polri, PNS Polri, dan
PPPK dan/atau PPNPN pusat.
Pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota
keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari
Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,
Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, dan PPPK
dan/atau PPNPN daerah.
Gaji/upah atau penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh Satker yang
membayarkan gaji kepada Pejabat Negara, PNS Pusat,
prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri,
PNS Polri, dan PPPK dan/atau PPNPN pusat.
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan
kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai
potongan dalam daftar gaji dan/atau daftar potongan.
Gaji/upah atau penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dipotong oleh SKPD yang
membayarkan gaji atau penghasilan kepada pimpinan
dan anggota DPRD, Gubernur, wakil Gubernur, Bupati,
wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, PNS Daerah, dan
PPPK dan/atau PPNPN daerah.
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran jaminan
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kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagai

potongan dalam daftar gaji dan/atau daftar potongan.

Pasal 15

Iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S dipotong dari gaji:

a. Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS
Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS
Polri; dan

b. Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,
Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada

Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS

Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran dana

pensiun sebagai potongan dalam daftar gaji.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada

Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,

Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran dana

pensiun Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil

Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah

sebagai potongan dalam daftar gaji.

Pasal 16

Iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 dipotong dari gaji:

a. Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS
Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS
Polri; dan

b. Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,

Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.
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Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dipotong oleh Satker yang membayarkan gaji kepada
Pejabat Negara, PNS Pusat, prajurit TNI, PNS
Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran dana
pensiun sebagai potongan dalam daftar gaji.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dipotong oleh SKPD yang membayarkan gaji kepada
Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati,
Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah.

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan mencantumkan besaran iuran
tabungan hari tua Gubernur, wakil Gubernur, Bupati,
wakil Bupati, Walikota, wakil Walikota, dan PNS Daerah

sebagai potongan dalam daftar gaji.

Pasal 17

[uran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dipotong dari gaji PNS Pusat, prajurit TNI, PNS
Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong oleh
Satker yang membayarkan gaji kepada PNS Pusat,
prajurit TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri,
dan PNS Polri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyetoran Gaji/Upah/Penghasilan Tetap untuk
Dana PFK Pegawai

Pasal 18
Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara oleh
Satker melalui potongan SPM dan/atau melalui Bank

Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya
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sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

(2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh
BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga
Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara

secara elektronik.

Pasal 19
[uran jaminan kesehatan Pemda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) disetorkan ke Kas Negara oleh BUD
melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi
Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara

elektronik.

Pasal 20
Iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetorkan ke Kas
Negara oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau
Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara

elektronik.

Pasal 21

(1) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
disetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM.

(2) TIuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang
penghasilannya dibayarkan melalui uang persediaan,
dipungut oleh bendahara pengeluaran dan disetorkan ke
Kas Negara melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau
Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan  Menteri Keuangan  mengenai  sistem

penerimaan negara secara elektronik.
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(3) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank
Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

(4) Iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN pada
Satker BLU yang penghasilannya berasal dari
pendapatan BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4) dan iuran jaminan kesehatan bagi PPPK
dan/atau PPNPN yang bersumber dari pendapatan Satker
BLU selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh
bendahara pengeluaran Satker BLU melalui Bank
Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 22
Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Taspen (Persero)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetorkan ke Kas
Negara oleh PT Taspen (Persero) melalui Bank Persepsi, Pos
Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem

penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 23
Iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri (Persero)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetorkan ke Kas
Negara oleh PT Asabri (Persero) melalui Bank Persepsi, Pos
Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem

penerimaan negara secara elektronik.
Pasal 24

(1) Turan jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a
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disetorkan ke Kas Negara oleh Satker melalui potongan
SPM dan/atau melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau
Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan  Menteri Keuangan  mengenai  sistem
penerimaan negara secara elektronik.

Iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b
disetorkan ke Kas Negara oleh BUD melalui Bank
Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

Pasal 25

Iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara melalui
potongan SPM gaji.

Iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh BUD
melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga
Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara

secara elektronik.

Pasal 26

Iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf a disetorkan ke Kas Negara
melalui potongan SPM gaji.

Iuran tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b disetorkan ke Kas Negara oleh
BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi, atau Lembaga
Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara

secara elektronik.

Pasal 27

[uran beras Bulog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

disetorkan ke Kas Negara melalui potongan SPM gaji.
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Pasal 28
Penyetoran atas iuran jaminan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), iuran jaminan kesehatan
Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, iuran jaminan
kesehatan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, iuran jaminan kesehatan PPPK
dan/atau PPNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4), iuran jaminan kesehatan pensiunan
pada PT Taspen (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22, iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan iuran
jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.

Pasal 29
Penyetoran atas iuran dana pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (2) dan iuran tabungan hari tua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan

paling lambat tanggal S (lima) bulan berkenaan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PFK PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pihak Ketiga yang Menerima Pembayaran

Dana PFK Pegawai

Pasal 30
Pihak ketiga yang berhak menerima pembayaran Dana PFK
pegawai terdiri atas:
a. PT Taspen (Persero);
b. PT Asabri (Persero);
c. BPJS Kesehatan; dan
d. Perum Bulog.
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Pasal 31

Dana PFK pegawai yang dibayarkan kepada PT Taspen

(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a

terdiri atas:

a. iuran dana pensiun Pejabat Negara, Gubernur, wakil
Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil
Walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah; dan

b. tabungan hari tua Pejabat Negara, Gubernur, wakil
Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota, wakil
Walikota, PNS Pusat, dan PNS Daerah.

Dana PFK pegawai yang dibayarkan kepada PT Asabri

(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b

terdiri atas:

a. iuran dana pensiun prajurit TNI, PNS Kementerian
Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri; dan

b. tabungan hari tua prajurit TNI, PNS Kementerian
Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.

Dana PFK pegawai yang dibayarkan kepada BPJS

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf

c, terdiri atas:

a. iuran jaminan kesehatan Pejabat Negara, Gubernur,
wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, Walikota,
wakil Walikota, PNS Pusat, PNS Daerah, prajurit
TNI, PNS Kementerian Pertahanan, anggota Polri,
dan PNS Polri;

b. iuran jaminan kesehatan Pemda;

c. iuran jaminan kesehatan pimpinan dan anggota
DPRD;

d. iuran jaminan kesehatan PPPK dan/atau PPNPN;

e. iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT
Taspen (Persero);

f.  iuran jaminan kesehatan pensiunan pada PT Asabri
(Persero); dan

g. iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang
lain.

Dana PFK pegawai yang dibayarkan kepada Perum Bulog

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri
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dari iuran beras Bulog PNS Pusat, prajurit TNI, PNS

Kementerian Pertahanan, anggota Polri, dan PNS Polri.

Bagian Kedua

Penunjukan Pejabat Perbendaharaan

Pasal 32
Menteri Keuangan selaku BUN adalah pengguna
anggaran atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK
pegawai.
Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal
Perbendaharaan untuk melaksanakan fungsi pengguna
anggaran atas penerimaan dan pembayaran Dana PFK
pegawai.
Menteri  Keuangan  menunjuk  Direktur  Sistem
Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pegawai
sebagai KPA.
Penunjukkan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat ex-officio.
KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan surat

keputusan.

Pasal 33
Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (5) dilakukan untuk pembayaran
Dana PFK pegawai.
Penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran.
Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang
ditetapkan sebagai PPK dan/atau PPSPM pada saat
pergantian periode tahun anggaran, penetapan PPK
dan/atau PPSPM tahun yang lalu masih tetap berlaku.
Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/
pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan

sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti
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dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima
jabatan.

Dalam hal penunjukan KPA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) berakhir, penetapan PPK dan

PPSPM secara otomatis berakhir.

Pasal 34

KPA menyampaikan surat keputusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) kepada:

a. Kepala KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN beserta
spesimen tanda tangan PPSPM dan cap/stempel
Satker;

b. PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK;
dan

c. PPK.

Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan

pemberitahuan kepada pejabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam hal tidak terdapat perubahan PPK

dan/atau PPSPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (3).

Bagian Ketiga
Penetapan SKP-PFK

Pasal 35
Direktur PKN menetapkan SKP-PFK untuk dan atas
nama Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar
pembayaran Dana PFK pegawai.
SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan 2 (dua) kali setiap bulan.
SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan data realisasi penerimaan Dana PFK
pegawai yang disampaikan oleh Direktorat Sistem
Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan besaran Dana PFK pegawai yang

dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan Dana
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PFK pegawai sampai dengan tanggal 1 bulan berkenaan

dan sampai dengan tanggal 10 bulan berkenaan, masing-

masing dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana

PFK pegawai periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada:

a. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30;

b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3); dan

c. KPPN Jakarta II.

SKP-PFK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

sesuai dengan format dalam huruf A yang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Khusus bulan Desember, berdasarkan permintaan salah

satu pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30, SKP-PFK dapat ditetapkan di luar data realisasi

penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dengan memperhatikan ketentuan

mengenai tata cara penerimaan dan pengeluaran negara

pada akhir tahun anggaran.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembayaran

Pasal 36
Untuk pembayaran Dana PFK pegawai, pihak ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menyampaikan
spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang
mengajukan tagihan kepada KPA.
Penyampaian spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setiap awal tahun atau dalam hal terdapat

pergantian pejabat.
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Pasal 37

Berdasarkan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (5) huruf a, pihak ketiga mengajukan
permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK pegawai
kepada PPK yang dilampiri dengan kuitansi paling lambat
3 (tiga) hari kerja setelah SKP-PFK ditetapkan.
Permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai
dengan format dalam huruf B yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Kuitansi pembayaran Dana PFK pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format
dalam huruf C yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 38

Berdasarkan permintaan/tagihan pembayaran Dana PFK
pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1),
PPK menerbitkan SPP pembayaran Dana PFK pegawai.
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPSPM dilampiri SKP-PFK.
Berdasarkan SPP yang disampaikan oleh PPK, PPSPM
melakukan pengujian atas SPP pembayaran Dana PFK
pegawai.
Dalam hal pengujian SPP memenuhi ketentuan, PPSPM
menerbitkan SPM pembayaran Dana PFK pegawai.
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN Jakarta II;

dan
b. lembar ke-3 sebagai pertinggal.
Penyampaian SPM kepada KPPN Jakarta II sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a dilampiri dengan SKP-
PFK.
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(7) Dalam hal pengujian SPP tidak sesuai dengan ketentuan,
PPSPM mengembalikan SPP kepada PPK untuk diperbaiki
atau dilengkapi.

Pasal 39
Penyampaian SPM kepada KPPN Jakarta II sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a, dilakukan tanpa

pengajuan rencana penarikan dana.

Pasal 40
Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (5) dan SKP-PFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (6), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan
mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

BAB V
PEMUTAKHIRAN DATA DANA PFK PEGAWAI

Pasal 41
(1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dapat melakukan pemutakhiran atas data penerimaan
Dana PFK pegawai setiap triwulan dengan KPPN dan
Pemda.
(2) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara.
(3) Hasil pemutakhiran yang dituangkan dalam berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk
meningkatkan validitas atas kebenaran data penerimaan

Dana PFK pegawai.
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BAB VI

PENETAPAN SKP-PFK LANJUTAN DAN PEMBAYARAN DANA

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

PFK PEGAWAI ATAS SKP-PFK LANJUTAN

Pasal 42
Pada awal tahun anggaran, untuk pembayaran atas
penerimaan Dana PFK pegawai, Direktur PKN
menetapkan SKP-PFK lanjutan untuk dan atas nama
Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar
pembayaran Dana PFK pegawai.
SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan data realisasi penerimaan Dana
PFK pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember
dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK
pegawai periode tanggal 10 bulan Desember atau periode
pembayaran sebelumnya dalam bulan Desember, pada
tahun anggaran sebelumnya.
SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan
Januari tahun anggaran berjalan.
Data realisasi penerimaan Dana PFK pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktorat
Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan besaran Dana PFK pegawai yang
dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan Dana
PFK pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember
dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK
pegawai periode tanggal 10 bulan Desember atau periode
pembayaran sebelumnya dalam bulan Desember, pada
tahun anggaran sebelumnya.
SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada:
a. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30;
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b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3); dan
c. KPPN Jakarta II.
(7) SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat sesuai dengan format dalam huruf D yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43
Tata cara pengajuan tagihan/permintaan pembayaran Dana
PFK pegawai, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dasar
SKP-PFK lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 sampai dengan Pasal 40.

BAB VII
KOREKSI KESALAHAN AKUN DAN PENGEMBALIAN ATAS
KESALAHAN/KELEBIHAN PENERIMAAN DANA PFK PEGAWAI

Bagian Kesatu

Koreksi Kesalahan Akun Penerimaan Dana PFK Pegawai

Pasal 44

(1) Dalam penyetoran Dana PFK pegawai dapat terjadi
kesalahan akun yang dilakukan oleh Satker, Pemda, PT
Taspen (Persero), dan/atau PT Asabri (Persero) selaku
pemungut dan penyetor penerimaan Dana PFK pegawai.

(2) Kesalahan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kesalahan penyetoran Dana PFK pegawai
yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kode akun
dengan tujuan penyetoran.

(3) Kesalahan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai

dalam periode tahun anggaran berjalan; dan
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(2)

(3)
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b. kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai
tahun anggaran sebelumnya setelah Laporan
Keuangan BUN audited ditetapkan.

Terhadap kesalahan akun sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dilakukan koreksi akun penerimaan

Dana PFK pegawai.

Terhadap kesalahan akun sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b tidak dapat dilakukan koreksi akun.

Pasal 45

Dalam hal terjadi kesalahan akun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a untuk

penerimaan Dana PFK pegawai dari potongan SPM Gaji,

Satker mengajukan permintaan koreksi akun penerimaan

Dana PFK pegawai kepada KPPN mitra kerja.

Dalam hal terjadi kesalahan akun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a untuk

penerimaan Dana PFK pegawai dari setoran melalui:

a. Bank Persepsi;

b. Pos Persepsi; dan/atau

c. Lembaga Persepsi Lainnya,

Satker, Pemda, PT Taspen (Persero), dan/atau PT Asabri

(Persero) selaku pemungut dan penyetor penerimaan

Dana PFK pegawai mengajukan permintaan koreksi akun

penerimaan Dana PFK pegawai kepada KPPN Khusus

Penerimaan melalui KPPN mitra kerja.

KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) sebagai berikut:

a. KPPN mitra kerja bagi Satker adalah KPPN
sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker.

b. KPPN mitra kerja bagi Pemda, PT Taspen (Persero),
dan PT Asabri (Persero) selaku pemungut dan
penyetor penerimaan Dana PFK pegawai adalah
KPPN sebagaimana tercantum dalam huruf E
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 46

Dalam hal terjadi kesalahan akun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, Satker,
Pemda, PT Taspen (Persero), dan/atau PT Asabri (Persero)
menyampaikan surat pemberitahuan kesalahan akun
penerimaan Dana PFK pegawai kepada KPPN mitra kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) untuk
selanjutnya diteruskan kepada Dit SP.

Dit SP bersama Dit PKN dan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 melakukan penelitian dan
pembahasan terhadap kesalahan akun penerimaan Dana

PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

Dalam hal kesalahan akun penerimaan Dana PFK
pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)
huruf b merupakan kesalahan akun—penerimaan Dana
PFK pegawai yang ditatausahakan oleh salah satu pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,
ditindaklanjuti dengan pencatatan dalam  daftar
pengawasan penerimaan Dana PFK pegawai yang dibuat
oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
untuk selanjutnya diberitahukan kepada penyetor
penerimaan Dana PFK pegawai dan ditembuskan kepada
Dit SP.

Dalam hal kesalahan akun penerimaan Dana PFK
pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3)
huruf b merupakan kesalahan akun penerimaan Dana
PFK pegawai yang melibatkan penerimaan yang
ditatausahakan oleh lebih dari 1 (satu) pihak ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ditindaklanjuti
dengan melakukan perhitungan dan pembayaran atas
kelebihan/kekurangan penerimaan Dana PFK pegawai

yang telah diterima oleh masing-masing pihak ketiga.
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Bagian Kedua
Kesalahan/Kelebihan Penyetoran Penerimaan

Dana PFK Pegawai

Pasal 48

Dalam penerimaan Dana PFK pegawai ke Kas Negara,

dapat terjadi kesalahan/kelebihan penyetoran

penerimaan Dana PFK pegawai melalui potongan SPM
gaji Satker dan/atau setoran melalui Bank Persepsi, Pos

Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya.

Kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh:

a. kesalahan dan/atau kelebihan penyetoran
penerimaan Dana PFK pegawai ke Kas Negara;
dan/atau

b. kesalahan perekaman dan eksekusi kode billing
setoran Dana PFK pegawai oleh Bank Persepsi, Pos
Persepsi, atau Lembaga Persepsi Lainnya.

Kesalahan/kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana
PFK pegawai yang terjadi pada tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana
PFK pegawai yang terjadi pada tahun anggaran
sebelumnya.

Atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana

PFK pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dimintakan pengembalian.

Pengembalian atas kesalahan/kelebihan penyetoran

penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menggunakan akun setoran penerimaan

Dana PFK pegawai sehingga akan mengurangi

penerimaan Dana PFK pegawai tahun anggaran berjalan.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian atas Kesalahan/Kelebihan

Penyetoran Penerimaan Dana PFK Pegawai

Pasal 49

Pengguna Anggaran/KPA Satker, Pemda, PT Taspen

(Persero), PT Asabri (Persero), dan/atau Pejabat pada

Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi

Lainnya mengajukan permintaan pengembalian atas

kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK

pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada

KPPN mitra kerja.

KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut:

a. KPPN mitra kerja bagi Satker adalah KPPN
sebagaimana tercantum dalam = Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker.

b. KPPN mitra kerja bagi Pemda, PT Taspen (Persero),
PT Asabri (Persero), Pihak Lain selaku penyetor Dana
PFK pegawai adalah KPPN sebagaimana tercantum
dalam huruf E Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

c. KPPN mitra kerja bagi Bank Persepsi, Pos Persepsi,
dan Lembaga Persepsi Lainnya adalah KPPN Khusus
Penerimaan.

Pengembalian atas kesalahan/kelebihan penerimaan

Dana PFK pegawai diatur sebagai berikut:

a. permintaan pengembalian atas kesalahan/
kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai oleh
Pengguna Anggaran/KPA Satker diajukan kepada
KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dilampiri dokumen:

1) fotokopi SPM dan Daftar SP2D per Satker yang
memuat adanya kelebihan/kesalahan potongan
Dana PFK pegawai, dan/atau fotokopi bukti

setor dan/atau BPN yang memuat adanya
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kelebihan/kesalahan setoran penerimaan Dana
PFK pegawai;

2) fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

3) Surat Ketetapan Pengembalian, yang dibuat
sesuai dengan format dalam huruf F yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

4) SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format
dalam huruf G yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

permintaan pengembalian atas kesalahan/

kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai oleh

Pemda, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero),

diajukan kepada KPPN mitra kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilampiri dokumen:

1) fotokopi bukti setor dan/atau BPN yang
memuat adanya kelebihan/kesalahan setoran
penerimaan Dana PFK pegawai;

2) fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;

3) Surat Ketetapan Pengembalian, yang dibuat
sesuai dengan format dalam huruf F yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan

4) SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format
dalam huruf G yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Permintaan pengembalian atas kesalahan/

kelebihan penerimaan Dana PFK pegawai oleh

Pejabat pada Bank Persepsi, Pos Persepsi, dan

Lembaga Persepsi Lainnya kepada KPPN mitra kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

dilampiri dokumen:
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fotokopi bukti setor dan/atau BPN awal yang
salah perekaman/eksekusi kode billing setoran
penerimaan Dana PFK  pegawai (yang
dimintakan pengembalian);

Laporan Harian Penerimaan (LHP);

Daftar Nominatif Penerimaan (DNP);

fotokopi bukti pelimpahan penerimaan negara;
fotokopi bukti kepemilikan rekening tujuan;
Surat Ketetapan Pengembalian, yang dibuat
sesuai dengan format dalam huruf F yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

SPTJM, yang dibuat sesuai dengan format
dalam huruf G yang tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini; dan

fotokopi BPN atas transaksi pengganti, yakni
transaksi dengan nilai nominal yang benar
sebagai pengganti atas transaksi penerimaan

negara yang salah.

Pasal 50

KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49

ayat (2) melakukan pengujian terhadap kelengkapan

permintaan pengembalian atas kesalahan/kelebihan

penyetoran penerimaan Dana PFK pegawai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).

Dalam hal penerimaan Dana PFK pegawai telah diterima

dan dibukukan oleh Kuasa BUN, KPPN menerbitkan

SKTB yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf H

yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN; dan

b. lembar ke-2 sebagai pertinggal.
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Pasal 51

Berdasarkan SKTB Lembar ke-1 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, Kepala KPPN selaku Kuasa

BUN atas nama Menteri Keuangan selaku BUN menerbitkan

SKKSPN yang dibuat sesuai dengan format dalam huruf I yang

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada Dit SP
sebagai dasar penerbitan SPMPP;

b. lembar ke-3 disampaikan kepada Satker, Pemda, PT
Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), dan/atau Bank
Persepsi, Pos Persepsi, dan Lembaga Persepsi Lainnya;
dan

c. lembar ke-4 sebagai pertinggal.

Pasal 52
KPPN meneruskan dokumen permintaan pengembalian atas
kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK
pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (3) kepada Dit
SP dilampiri:
a. lembar penelitian kelengkapan dokumen;
b. SKKSPN lembar ke-1 dan Lembar ke-2; dan
c. SKTB lembar ke-1.

Pasal 53

Berdasarkan surat penerusan dokumen tagihan pengembalian

atas kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK

pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dit SP:

a. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian pengisian dan
kelengkapan dokumen tagihan pengembalian atas
kesalahan/kelebihan penyetoran penerimaan Dana PFK
pegawai;

b. menerbitkan SPMPP atas beban akun penerimaan Dana
PFK yang sama dengan penerimaannya; dan

c. mengajukan SPMPP dilampiri SKKSPN lembar ke-2
kepada KPPN Jakarta II.
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Pasal 54
Berdasarkan SPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
huruf ¢, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
pembayaran dalam rangka pelaksanaan Angggaran dan

Pendapatan Belanja Negara.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DANA PFK PEGAWAI

Pasal 55

(1) Dalam penyusunan laporan keuangan Satker
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
pegawai unaudited dan audited, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan perhitungan selisih
kurang/lebih pembayaran Dana PFK pegawai bersama
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Hasil perhitungan selisih kurang/lebih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara
yang dibuat sesuai format dalam huruf J yang tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Dit PKN melakukan perhitungan saldo rekening
khusus PFK.

(4) Dit PKN melaksanakan koreksi saldo rekening khusus
PFK untuk melakukan penyesuaian saldo rekening

khusus PFK.

Pasal 56
Akuntansi dan pelaporan Dana PFK pegawai berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem

akuntansi dan pelaporan transaksi khusus.
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BAB IX

PENETAPAN SKP-PFK RAMPUNG DAN PEMBAYARAN DANA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PFK PEGAWAI ATAS SKP-PFK RAMPUNG

Pasal 57
Dalam menyelesaikan kekurangan /kelebihan
pembayaran atas penerimaan Dana PFK pegawai tahun
anggaran berjalan berdasarkan data laporan keuangan
BUN audited, Direktur PKN menetapkan SKP-PFK
rampung untuk dan atas nama Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagai dasar pembayaran Dana PFK.
SKP-PFK rampung disusun berdasarkan berita acara
perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran Dana PFK
pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan
Juli tahun anggaran berikutnya.
SKP-PFK Rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun setelah membandingkan data realisasi
penerimaan Dana PFK pegawai yang disampaikan oleh
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan dan sisa utang Dana PFK pegawai yang
tercantum dalam laporan keuangan BUN audited
dikurangi pembayaran Dana PFK pegawai berdasarkan
SKP-PFK lanjutan.
SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan besaran Dana PFK pegawai yang
dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan Dana
PFK pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
anggaran berjalan berdasarkan data laporan keuangan
BUN audited dikurangi dengan realisasi pembayaran
penerimaan Dana PFK pegawai berdasarkan SKP-PFK
lanjutan.
SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada:
a. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30;
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b. KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3); dan

c. KPPN Jakarta II.

SKP-PFK rampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat sesuai format dalam huruf K yang tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran
berdasarkan SKP-PFK rampung, kelebihan pembayaran
tersebut diperhitungkan pada pembayaran Dana PFK
rampung atau pembayaran Dana PFK pegawai tahun

anggaran berikutnya.

Pasal 58

Tata cara pengajuan tagihan/permintaan pembayaran Dana

PFK pegawai, penerbitan SPP, SPM, dan SP2D atas dasar SKP-

PFK rampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)

mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

37 sampai dengan Pasal 40.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59
Terhadap gaji PNS Pusat dan PNS Daerah dipotong untuk
iuran tabungan perumahan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Iuran tabungan perumahan PNS Pusat disetorkan ke Kas
Negara melalui potongan SPM gaji.
[uran tabungan perumahan PNS Daerah disetorkan ke
Kas Negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berkenaan oleh BUD melalui Bank Persepsi, Pos Persepsi,
dan Lembaga Persepsi Lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem
penerimaan negara secara elektronik.
Akumulasi iuran tabungan perumahan yang disimpan di

Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
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disalurkan  kepada Badan  Pengelola  Tabungan
Perumahan Rakyat mengikuti ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

(1) Dalam penyusunan laporan keuangan pihak ketiga,
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
dapat melakukan rekonsiliasi data dengan Dit SP.

(2) Untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan oleh
pemerintah pusat sebagai pemberi kerja, pihak ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melakukan
rekonsiliasi data dengan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 61
Dalam hal terdapat kesalahan/kelebihan penyetoran
penerimaan Dana PFK pegawai ke Kas Negara yang dilakukan
oleh pihak selain pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49, dapat dilakukan pengembalian dengan mengacu pada
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)

huruf b.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62
Kesalahan akun penerimaan Dana PFK pegawai yang tertuang
dalam laporan keuangan BUN audited yang terjadi sebelum
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai

dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 63
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.05/2018 tentang Dana
Perhitungan Fihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1052), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 64
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 November 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156/PMK.05/2019

TENTANG

DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- ._{1).....

TENTANG
PEMBAYARAN DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN DANA
PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL...(2)..BULAN. _.(3)...TAHUN ..(4)..

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan  Kketentuan  Peraturan  Menteri Keuangan
Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga,
pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan
berdasarkan data rcalisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 1
bulan berkenaan dan tanggal 10 bulan berkenaan, masing-masing
dikurangi dengan pembayaran penerimaan Dana PFK periode schelumnya
dalam 1 (satu) tahun anggaran;

b. bahwa untuk pembayaran Dana PFK schagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak
Ketiga oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, periu menetapkan Keputusan Dircktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga
kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Keschatan, dan Perum Bulog Berdasarkan
Realisasi Penerimaan Dana PFK sampai dengan Tanggal ..(5)..Bulan ..(6)..

Tahun ..(7)..;
Mcngingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana
Perhitungan Fihak Ketiga;
Memperhatikan : Daftar Realisasi Pencrimaan PFK sampai dengan tanggal ..(8).
bulan ..(9).. tahun _.(10)..;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG

PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN DANA PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL ..(11)..
BULAN ..{12).. TAHUN _{13)...

PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ..(14).. periode bulan
~{15).. tahun ..(16).. adalah scbesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan
rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak scbagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) RD Siasoe (17)....

2.  PFK untuk PT Asabri (Persero) L3 L N (18)....

3. PFK untuk BPJS Keschatan Rp...... (19)....
4. PFK untuk Perum Bulog Rp ... (20)....
KEDUA : Realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan tanggal ....(21)... periode

bulan ...(22)... adalah schesar Rp [dalam angka dan hurnif] dengan rincian
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pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp ..... (23).....
2. PFKuntuk PT Asabri {Persero) Rp .....(29).....
3. PFK untuk BPJS Keschatan Rp .....(25).....
4. PFK untuk Perum Bulog Rp......126).....

Pembayaran ..{27).. dana PFK untuk bulan ..(28).. adalah scbesar Rp [dalam
angka dan huruf] dengan rincian bagian pihak ketiga vang berhak scbagai
berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp ... (29).....

2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp ... (30).....
3. PFK untuk BPJS Keschatan Rp.....31).....
-+ PFK untuk Perum Bulog Rp ..... (32).....

Rincian atas realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal ..(33)..
periode bulan ..(34)..Tahun...(35)...scbagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dan rincian atas pembayaran dana PFK sampai dengan tanggal
-..[36)....periode bulan ..(37).. Tahun ....(38)...scbagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dan rincian pembayaran pertama/kedua*) dana PFK periode
bulan ..(39).. Tahun ...(40)... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur Jenderal ini.

chumsan Dircktur Jenderal ini menjadi dasar bagi:

Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran
dana PFK;

PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan

Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK terscbut pada
angka 3.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pl i

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Direksi PT Taspen (Persero);

Direksi PT Asabri (Persero);

Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Keschatan;

Dircksi Perum Bulog;

Kuasa Pengguna Anggaran Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) pegawai;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendsharaan Negara Jakarta [1L

ARWN -

o

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

an. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 41)

TENTANG PEMBEAYARAN DANA PERFITUNGAN FIHAK
KETIGA KEPADA PT TASPEN (PERSERQ),

TAN, DAN

PT ASABRI
PERUM BULOG

ASARKAN REALISAS| PENERIMAAN PFK SAMPAI

DENGAN TANGGAL .152).. BULAN _43) TAHUN

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN
PEMBAYARAN DANA PFK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN DANA PFK SAMPAI DENGAN
TANGGAL ...(45) BULAN ...|46) TAHUN ...147)

No

Uraian

Penenimaan dana
PFK berdasarkan
realisasi
penerimaan s/d
tgl ..{48)
Bulan..{49)

Pembayaran
dana PFK
=/d tgl

Pembayaran
-.152).. dana
PFK Bulan

--{53)..

3

PT Taspen (Persero)

Penerimaan

a, .jkode & uraian
Standar]..

b. .Jkode & uraian
Standar]..

c. ..jkode & uraian
Standar]..

Dst

Pembayaran

a. _lkode & uraian
Standar]..

b. .Jkode & uraian
Standar]..

c. .Jkode & uraian
Standar]..

D=t

akun sesuai Bagan Akun
akun sesuai Bagan Akun

akun sesuai Bagan Akun

alun sesuai Bagan Akun
akun sesuai Bagan Akun

akun sesuai Bagan Akun

Total PT Taspen (Persero)

PT Asabri (Persero)

Penerimaan

a. _jkode & uraian

Standar]..

b. _[kode & urnian
Standar]..

c. .Jkode & uraian
Standar]..

D=t

Pembayaran

a. _jkode & uraian
Standar]..

b. .Jkode & uraian
Standar]..

c. ..[kode & urnian
Standar]..

Dst

aloun sesuai Bagan Akun
akun sesuai Bagan Akun

akun sesuai Bagan Akun

akun sesuai Bagan Akun
aloun sesuai Bagan Akun

akun sesuai Bagan Akun

Total PT Asabri (Persero)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Keschatan

Penerimaan

a. _Jkode & urnian akun sesuai Bagan Akun
Standar]..

b. .jkode & uraian alun sesuai Bagan Akun
Standar].

c. .jkode & uraian aloun sesuai Bagan Akun
Standar]..
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Penerimaan dana

PFK berdasarkan p;'::"-‘:;:" Pembayaran
a
Usnian realisasi s/d tgl ...|52).. dana
penerimaan s/d (Sg) PFK Bulan
tgl ...(48) X000 .--{33)..
{51)..
Bulan,.(49) —
Pembayaran
a. _Jkode & urnian alkun sesuai Bagan Akun
Standar]..
b. .jkode & uraian akun sesuai Bagan Akun
Standar)..
c. .jkode & uraian aloun sesuai Bagan Akun
Standar]..
Dst
Total BPJS Kesehatan
Perum Bulog Penerimaan
Penerimaan

a. .|kode & uraian akun =sesuni Bagan
Akun Standar]..

b. .|kode & urmian akun sesuni Bagan
Akun Standar].,

c. .jkode & uraian akun sesun: Bagan
Akun Standar]..

Dst

Pembayaran

a, .jkode & uraian aloun sesuai Bagan Akun
Standar]..

b. .Jkode & uranian akun sesuai Bagan Akun
Standar]..

c. .Jkode & uraian akun sesuai Bagan Akun
Standar]..

D=t

Total Perum Bulog

Jumilah

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

an. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK (SKP-PFK)

No Uraian Isian
1dan 4l Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan
2,5,8,11, 14, 33, | Diisi dengan tanggal 1 atau 10
42,45, 48,

3,6,9, 12, 15, 28,
34, 39, 43, 46, 49,

Diisi dengan bulan berkenaan

53
4,7,10, 13, 16, 35, | Diisi dengan tahun berkenaan
38,40, 44,47

17 Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen
(Persero)

18 Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK bulan berkenaan PT. Asabri
{Persero)

19 Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK bulan berkenaan BPJS
Kesehatan

20 Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK bulan berkenaan Perum Bulog

21,36,50 Diisi dengan periode tanggal pembayaran dana PFK periode sebelumnya
22,3751 Diisi dengan periode bulan pembayaran dana PFK periode sebelumnya

23 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK bulan berkenaan/sebelumnya
PT. Taspen {Persero)

24 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK bulan berkenaan/sebelumnya
PT. Asabri |Persero)

25 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK bulan berkenaan/sebelumnya
BPJS Keschatan

26 Diisi dengan realisasi pembayaran dana PFK bulan berkenaan/scebelumnya
Perum Bulog

27,52 Diisi “pertama” untuk SKP-PFK tanggal | atau diisi “kedua™ untuk SKP-

PFK tanggal 10

29 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Taspen (Persero)

30 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan PT. Asabn (Persero)

31 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan BPJS Keschatan

32 Diisi dengan pembayaran dana PFK bulan berkenaan Perum Bulog
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B. FORMAT SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK
KETIGA (PFK)

KOP SURAT

SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK]

Nomor: ....{2).... Tanggal....(3)....

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
u.p. Pejabat Pembuat Komitmen
Satker (440780)
Pengembalian Penenmaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Direktorat Sistem Perbendaharaan
Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana
Perhitungan Fihak Ketiga, bersama ini kami mengajukan tagihan/permintaan pembayaran
Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) scbagai berikut:

L Dasar Pembayaran Keputusan Direktur Jenderal Perbendsharaan
Nomor KEP-.._.{4).... Tanggal....(5).... tentang....(6}....
1.  Tahun Anggaran SRR | 4
III. Rincian Penerima
1. Jumlah Uang P
2. Uraian Pembayaran :  Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

..-.{9)....berdasarkan recalisasi penerimaan PFK
sampai dengan ....(10)...

3. Nama Penerima 5 ol Bl Jivws
4. Alamat Penerima BRI ) b.| WP
5. NPWP SRERO0 § 8 § WS
IV. Rincian Perhitungan dan Rekening Penerima:
- No Akun Jumlah Tagihan Jumlah Jumlah
Urut s.d. Yang Lalu Tagihan Ini s.d. Tagihan Ini
1 12] 13] 4] ISIE131+4)
; ....{14).... P § - ....{16).... PR | I O
2. dst
Jumlah
Jumlah tagihan tersebut agar ditransfer ke rekening:
I. Nama Rekening o & (. 0eA
2. Nomor Rekening ERERAN 1 R
3. Nama Bank & ravdaiin
V. Lampiran:

1. Kuitansi/Bukti Pembayaran; dan
2. Copy Keputusan Dircktur Jenderal Perbendaharan Nomor KEP-..{21)...

Tanggal....(22).... tentang....{23]....
Dengan disampaikan, atas perhatiannya diucapksan terima kasih.

...... (24).enny w25
Direktur/Pejabat Yang berwenang
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN/PERMINTAAN PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA {PFK)

NO. URAIAN ISIAN

1 Diisi dengan kop surat pihak ketiga

2 Diisi dengan nomor penerbitan Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran Dana PFK

3 Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran Dana PFK

4 Diisi dengan Nomor Keputusan Pembayaran Dana PFK (SKP-PFK)

S Diisi dengan tanggal SKP-PFK

6 Diisi dengan perihal SKP-PFK

7 Diisi dengan tahun anggaran berkenaan

8 Diisi dengan jumlah tagihan dana PFK (dalam angka dan huruf)

9 Diisi dengan jenis pengeluaran dana PFK

10 | Diisi dengan tanggal realisasi penerimaan dana PFK sesuai dengan SKP-PFK

11 | Diisi dengan nama pihak ketiga

12 | Diisi dengan alamat pihak ketiga

13 | Diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga

14 | Diisi dengan kode akun pengeluaran danas PFK sesuai bagan akun standar

15 Diisi dengan akumulasi tagihan pembayaran dana PFK yang sudah diajukan

16 | Diisi dengan jumlah tagihan pembayaran dana PFK sast ini

17 Diisi dengan nilai penjumlahan kolom 3 dan kolom 4

18 Diisi dengan nama rekening millk pihak ketiga sesuai data bank/rekening koran

19 Diisi dcngsn nomor rckcninE milik pihak kctigs sesual data bank/ rckcning koran

20 | Diisi dengan nama bank tempat pihak ketiga membuka rekening

21 | Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK {SKP-PFK)

22 | Diisi dengan tanggal SKP-PFK

23 | Diisi dengan perihal SKP-PFK

24 | Diisi dengan tempat surat tagihan dibuat dan ditandatangani

25 | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat surat tagihan dibuat dan
ditandatangani

26 | Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat tagihan dan dibubuhi
cap dinas

27 Diisi dengan nama pejabat yvang menerbitkan surat tagihan
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C. FORMAT KUITANSI FEMBAYARAN DANA FERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
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PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran :...(1).....
Nomor Bukti JOR ~ | B

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dan : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker [(440780) Pengembalian Penerimaan Perhitungan
Fihak Kcetiga [PFK)

Jumliah Uang : Rpa 3.

Terbilang Y Siwpk iy 4).....

Untuk Pembayaran : Pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
sl s anss berdasarkan realisasi penerimaan  sampail

...... [T TN W
......... (9.

Mete
...... (10)......{ res000.-

Menyetujui,
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NO. URAIAN ISIAN
1 Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan

2 Diisi dengan nomor kuitansi/bukti pembukuan

Diisi dengan jumiah tagihan dengan angka

Diisi dengan jumlah tagihan dengan huruf

Diisi dengan jenis pengeluaran dana PFK

Diisi dengan tempat kuitansi dibuat dan ditandatangani

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pada saat kuitansi dibuat dan ditandatangani

3
4
5
6 Diisi dengan tanggal realisasi penerimaan dana PFK sesuai dengan SKP-PFK
7
8
9

Diisi dengan Jabatan Penerima Uang

10 | Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menerima uang di atas meterai sebesar
Rp6000,-(enam ribu rupiah) dan dibubuhi cap dinas

11 | Diisi dengan nama pejabat penerima uang

12 | Diisi dengan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi cap dinas

13 | Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen

14 | Diisi dengan NIP Pejabat Pembuat Komitmen
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D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
LANJUTAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- ._.(1).....

TENTANG

PEMBAYARAN DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA LANJUTAN KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 BULAN DESEMBER TAHUN ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a bahwa berdasarkan  ketentuan Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga,
pembayaran dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan
berdasarkan data realisasi penerimaan PFK sampai dengan tanggal 31
Desember dikurangi dengan pembayaran Dana PFK sampai dengan
periode kedua bulan Desember dalam 1 (satu) tahun anggaran;

b. bahwa dalam rangka pembayaran dana PFK scbagiamana dimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga olch Direktur Jenderal
Perbendaharaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, periu menectapkan Keputusan Dircktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Lanjutan Kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan
Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) Keschatan, dan Perum Bulog,
berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal 31
Desember Tahun .(3)...;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.05/2019 tentang Dana
Perhitungan Fihak Ketiga;
Memperhatikan : Daftar Realisasi Pencrimaan PFK sampai dengan tanggal 31 bulan
Desember tahun ..(4)..;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG

PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA LANJUTAN KEPADA PT
TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN TANGGAL
31 BULAN DESEMBER TAHUN _{5}...

PERTAMA : Realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31 periode bulan
Desember tahun ..{6).. adalah scbesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan
rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut:

1. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp ....... {7).e.en
2, PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp oo (8).....
3. PFK untuk BPJS Keschatan Rp ...cc.. {9).....
4. PFK untuk Perum Bulog Rp ...... (10)....

KEDUA . Recaliasai pembavaran Dana PFK sampai dengan periode kedua bulan
° Desember tahun ... [11)....adalah schesar Rp [dalam angka dan huruf] dengan
rincian pembayaran bagian pihak ketiga yang berhak scbagai berikut:
I. PFK untuk PT Taspen (Persero) Rp ...(12).....
2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp .....(13)....

3. PFK untuk BPJS Keschatan Rp .....(14)....
4. PFK untuk Perum Bulog Rp .....(15).....
KETIGA : Pembayaran lanjutan dana PFK tahun....{16}.... adalah sebesar Rp /dalam
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angka dan huruf] dengan rincian bagian pihak ketiga yang berhak scbagai

berikut:
1. PFK untuk PT Taspen (Perscro) Rp ..... (17)....
2. PFK untuk PT Asabri (Persero) Rp ....(18)....
3. PFK untuk BPJS Keschatan Rp ....(19).....
4. PFK untuk Perum Bulog Rp .....(20).....
KEEMPAT : Rincian atas realisasi pcnerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31

periode bulan Desember tahun .. [(21).. scbagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA dan rincian atas pembayaran Dana PFK sampai dengan
periode kedua bulan Desember tahun ..(22)... sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dan rincian pembayaran lanjutan dana PFK tahun ..(23)..
scbagaimana dimsaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dircktur Jenderal
ini.

KELIMA . Keputusan Direktur Jenderal ini selanjutnya menjadi dasar bagi:
1. Pihak ketiga dalam mengajukan tagihan dan permintaan pembayaran
dana PFK;

2. PPK dalam menerbitkan SPP-PFK;
3. PPSPM dalam menerbitkan SPM-PFK; dan
4

Kepala KPPN dalam menerbitkan SP2D atas SPM-PFK terscbut pada
angka 3.

KEENAM ¢ Keputusan Dircktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.  Dircksi PT Taspen (Persero);

2.  Dircksi PT Asabri (Persero);

3. Dircksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Keschatan;

4.  Dircksi Perum Bulog;

5. Kuasa Pengguna Anggaran Pengembalian Pencrimaan Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK) pegawai;

6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta [l
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal....(24).......

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JERDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR KEP- (25)...
TENTANG PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN Flﬂx\k
KETIGA LANJUTAN KEPADA T TASPEN (FERSEROL

ASARRI [PERSERCL
BULOC BERDASAREAN
SAMPA DENGAN

BRIS FCESDMTAN DAN Pm.,
REALISAST

PENERIMAAN PFE
ESEMEER

TANGCGAL 31 BULAN D

TAHUN .. 26}

RINCIAN REALISASI PENERIMAAN DAN KEPUTUSAN
PEMBAYARAN DANA PFK BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN

TANGGAL 31 BULAN DESEMBER TAHUN ...(27)
P da Pembayaran
nerimaan dana
PFK berdasarkan ur::::‘ d'::‘;nn Pembayaran
No Uraian re-n o penade kedua ropeomi
penerimaan s/d T dana PFK
tgl 31 Desember Tahun. (30).
Tahun. {28). AT
Tahun..[29)..
1 2 3 4 5
1. PT Taspen (Persero)
Penerimaan
a, .jkode & uraman akun sesuai Bagan
Akun Standar].
b. .Jkode & urasian akun sesuai Bagan
Akun Standar].
c. .jkode & uraian akun sesuai Bagan
Akun Standar].
Dst
Pembayaran
a, .jkode & uratan akun sesuai Bagan
Akun Standar}..
b. .[kode & urnian akun sesuai Bagan
Akun Standar].
c. .Jkode & urasian akun sesuai HBagan
Akun Standar].
D=t
Total PT Taspen (Persero)
2. PT Asabri (Persero)
Penerimaan
a. .Jkode & urnian akun sesuai Bagan
Akun Standar]..
b. ..Jkode & urnian akun sesuni Bagan
Akun Standar].
c .Jkode & uraian akun sesual Bagan
Akun Standar]..
dst
Pembayaran
a. jkode & uraian akun sesuni Bagan
Akun Standar}..
b. .jJkode & uraian akun sesua: Bagan
Akun Standar].
c. .Jkode & uraian akun sesuai Bagan
Akun Standar].
Dst
Total PT Asabri (Persero)
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan
Penerimaan
a. ..|kode & uraian akun sesual Bagan
Akun Standar].
b. .Jkode & uraian akun sesuai Bagan
Akun Standar]..
c. .Jkode & urnian akun sesua: Bagan
Akun Standar].,
Dst
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Penerimaan dann p::nb:)p‘:__l:n
PFK berdasarkan st detgn Pembayaran
realisasi 3 Lanjutan
No Uraian periode kedua
penerimaan s/d bulan dana PFK
lg.l':;u?‘e-(e:;bcr Dt toar Tahun_ (30]..
Tahun. .(29)..
Pembayaran
a, .jkode & uratan akun sesuai Bagan
Akun Standar].
b. .[kode & uraian akun sesuali Bagan
Akun Standar].
c. .Jkode & uraian akun sesual Bagan
Akun Standar].
Dst
Total BPJS Kesehatan
5. Perum Bulog Penerimaan
Penerimaan
a. ..Jkode & urnian akun sesuai Bagan
Akun Standar]..
b. _|kode & uraian akun sesual Bagan
Akun Standar].
c. ..|kode & uraian akun sesual Bagan
Akun Standar].
Dst
Pembayamn
a. _Jkode & uraian akun sesuai Hagan
Akun Standar]..
b. _|jkode & uraian akun sesuai Bagan
Akun Standar]..
c. .dkode & uraian akun sesuni Bagan
Akun Standar]..
Dst
Total Perum Bulog
Jumlah

a.n

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal......... 31)cniane

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP>
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK (SKP-PFK) LANJUTAN

No Uraian Isian
1. Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pembayaran Dana PFK (SKP-PFK)
Lanjutan
23, 4,56, Diisi dengan tahun berkenaan
11, 16,:21, 22,
23, 26, 27, 28,
29, 30
7. Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan PT. Taspen (Persero)
8. Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan PT. Asabri {Persero)
9. Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan BPJS Keschatan
10. Diisi dengan realisasi penerimaan dana PFK sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan Perum Bulog
12. Diisi dengan realiasasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua
bulan Desember tahun berkenaan PT.Taspen (Persero)
13. Diisi dengan realiasasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua
bulan Desember tahun berkenaan PT.ASABRI (Persero)
14. Diisi dengan realiasasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua
bulan Desember tahun berkenaan BPJS Keschatan
15. Diisi dengan realiasasi pembayaran dana PFK sampai dengan periode kedua
bulan Desember tahun berkenaan Perum Bulog
17. Diisi dengan Pembayaran Lanjutan dana PFK sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan PT. Taspen (Persero)
18. Diisi dengan Pembayaran Lanjutan dana PFK sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan PT. Asabri |Persero}
19. Diisi dengan Pembayaran Lanjutan dana PFK sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan BPJS Keschatan
20. Diisi dengan Pembayaran Lanjutan dana PFK sampai dengan tanggal 31
Desember tahun berkenaan Perum Bulog
24. Diisi dengan tanggal penerbitan SKP-PFK Lanjutan
25. Diisi dengan nomor SKP-PFK Lanjutan
31. Diisi tanggal penerbitan SKP-PFK lanjutan
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E. KPPN MITRA PEMERINTAH DAERAH, PT TASPEN
(PERSERO)

(PERSERO), DAN PT ASABRI

DAFTAR KPPN MITRA KERJA PEMERINTAH DAERAH, PT TASPEN (PERSERO),
DAN PT ASABRI (PERSERO) SELURUH INDONESIA

AL I e s
0100 | DKIJAKARTA [ 0151 | SO0l SARARIA 1 W 019 | JAKARTAII
0100 DKI JAKARTA | 0152 E#E: AKARTA 1 Q’T&gﬁ’ DKL 1 919 | gaxamrtan
0100 | DKIJAKARTA | 0153 | Rora-AKARTA 11 v KL 1 010 | saxarTA D
0100 [ DKraakaRTA [ 0155 | EDTA-AKARTA 1 ?:ES;T DRL 1 019 | sakarTan
0100 DKIJAKARTA | 0155 :.‘-IE,";"’J“E’ AKARTA 11 Tu‘z:"’(‘,}'.i’ DRI [ 610 | sakarTA D
0100 | DKiakARTA | 0156 | Spmmm 1 N DKL 1 019 [ sakarTan
0200 | JAWABARAT | 0205 | KAR BOGOR 12 | aear | 923 |BocoR
0200 |JAWABARAT | 0206 | SO 12 | A | 128 | suxamum
0200 JAWA BARAT | 0207 | KAB. CIANJUR 12 fff\’v.‘f'?iik.n 128 | SUKABUMI
0200 |JAWABARAT | 0208 | KAR BEKASI 19 | SaeABamar. | 17 |mExAS
0200 | JAWABARAT | 0200 KKAHA&\“. - 12 gﬁgy;ﬁ'&“ 086 | KARAWANG
0200 |JAwABARAT | o210 |RARL o 12 WA Barar | 021 [ PuRwARARTA
0200 | JAWABARAT | 0211 | kAR SUBANG 12 | e eear | 021 | PurwakamTA
0200 | JAWABARAT | 0212 | KAB. BANDUNG 12 | apar | 95 | masousc o
0200 |Jawamarat | oza | BRSO 12 | A | 087 | sumEnanc
0200 JAWABARAT | 0213 | KAB GARUT 12 ﬁgyﬁhr 096 |GARUT
0200 [JAwABARAT | o215 | RAmo. s 12 | R onBarar | 025 | TAsKMALAYA
0200 | JAWABARAT | 0216 | KAB. Clamis 12 | Ay | 025 | TASIKMALAYA
0200 JAWA BARAT 0217 | KAB. CIREBON 12 ﬁgi’gi’nn 023 [CIREBON
0200 | JAWABARAT | 0218 | KAB. KUNINGAN 12 | R arar | 147 | xunmacas
0200 |JAwABARAT | 0219 | oo uavy 12 | R ar | 024 [cirEBON
0200 [sawamamar | o220 |RAR 12 | R ekar | 147 | xunmGan
0200 | JAwABARAT | 0221 mmmmc 12 iff",‘;;‘ﬁ’nﬁ 022 | BANDUNG 1
0200 | JAWABARAT | 0222 | phme ooy 12 | eontanar | 025 | Tasmmaiava
0200 |Jawamamat | oasi | RORA 12 | ar | 095 | BANDUNG 1
0200 JAWA BARAT | 0252 | KoTA BOGOR 12 sfgfgik‘“ 023 [BOGOR
0200 [JawaBARAT | o2sa | EORR 12 NvABARAT | 128 | suxaBum
0200 | JAWABARAT | 025¢ | kOTA CiRERON 12 FRAVINGL 023 |CIREBON

JAWA BARAT
0200 |JawABaRaT | 0257 | KOTA BEKASI 12 5’:3:’;;}1“ 171 [BEKAS
0200 JAWA BARAT | 0258 | KOTA DEPOK 12 gf&?gilnn 023 [BocoRr
0200 | JAWABARAT | oas0 | RMEL L on 12 A Bapar | 025 | TAstkmaLAva
0200 | JAWABARAT | 0261 | KOTA CiMAM 17 | R ar | 022 | BaxDUNG 1
0200 | JAWABARAT | 0262 | KOTA RANJAR 12 EROVINGL 025 | TASIKMALAYA
JAWA BARAT
0300 | yave osor | EAR G 13 .;Z\EE]::! 134 | sEMARANG 1
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KODE | NAMALOKAS! | XoDE | mAMALOKast | xobE KODE
PROVINSI | PROVINS! | LOKASI PEMDA KANWIL | RAMAKANWIL |oppy' | NAMAXPPN
JAWA PROVINSI
0300 | TEvean 0302 | kam_ kexpaL 13 JAWA 134 | sEMARANG 11
NG TENGAH
JAWA PROVERTE
0300 | TENcAn 0303 | kan. pEMAK 13 JAWA 120 | kupus
TENGAH
x PROVINGT
0300 JAWA o3os | KAB : 13 JAWA 163 | PURWODADI
TENGAH GROBOGAN TENGAH
- PROVINSI
JAWA - |xam
0300 0305 B 13 JAWA 072 | PEKALONGAN
TENGAH PEKALONGAN i
Fo PROVINST
0300 | Tencan 0306 | kan. matanc 13 JAWA 072 | PERALONGAN
TENGAH
Ak : N PROVINGI
0300 | JAWA 0307 | kam TEGAL 13 JAWA 118 | TEGAL
TENGAH
e PROVINSI
0500 | Iemaan 0308 | kan. sresEs 13 JAWA 118 | TEGAL
NG TENGAH
o PROVINS
0300 | yeNGAN 0309 | kam pam 13 JAWA 097 | PATI
: TENGAH
JAWA e PROVINSI }
0300 | JaWA 0310 | xkam xupus 13 JAWA 120 | kupus
NG TENGAH
oy S PROVINST
0300 0311 2 13 JAWA 18 | TEGAL
TENGAH PEMALANG i
AWA PROVINGT
0300 | YEnGAH 0312 | kan sEpara 13 JAWA 129 | kubus
TENGAH
PV ) PROVINSI
o300 | JANA 0313 | kan. remBaNG 13 JAWA 097 | pATI
o TENGAH_
Ak PROVINS] _
0300 | TEvean 0314 | xan_nLora 13 JAWA 163 | PURWODADI
N TENGAH
? PROVINSI
JAWA . |xam .
0300 0315 , 13 JAWA 029 | PURWOKERTO
TENGAH BANYUMAS il
R ) ‘ PROVINGT
0300 |JAWA 0316 | xkam. ciacap 13 JAWA 130 | cracap
TENGAH
PROVINSI
JAWA KAB
0300 0317 . 13 JAWA 029 | PURWOKERTO
TENGAH PURBALINGGA it
F KAR PROVINST
0300 | YEnaAx 0318 | BanoarnEcar 13 JAWA 164 | BANJARNEGARA
: A TENGAH
PROVINGI
JAWA KAD 2
0300 0319 I 13 JAWA 115 | MAGELANG
TENGAH MAGELANG TENGAR
JAWA KAD PROVINSI
0300 0320 13 JAWA 115 | MAGELANG
TENGAH TEMANGGUNG il
PRGVINGT
JAWA KAD 4
0300 | Enaan oaa | o e 13 IAWA 164 | BANJARNEGARA
PROVINSI
JAWA KAB
0300 0322 13 JAWA 027 | PURWOREJO
TENGAH PURWOREJO L R
JAWA I PROVINSL .
0300 | JANA 0323 | xan. kEmUMEN 13 JAWA 027 | PURWOREJO
: TENGAH
AWA PROVINGT
0300 | YEnGAH 032¢ | kan xiaTen 13 JAWA 148 | KLATEN
TENGAH
e PROVINS!
0300 | TEncan 0325 | kan. sovoraus 13 JAWA 148 | KLATEN
a TENGAH
o PROVINGT .
0300 | JAWA 0326 | kan. sraGEN 13 JAWA 162 | SRAGEN
N TENGAH
JAWA . PROVINSI
0300 | TEveasn 0327_| simouamso 13 awa 028 | SURAKARTA
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KODE | NAMALOKAS! | XODE | NAMALOKAS! | KODE KODE
PROVINSI PROVINS! | LOKASI PEMDA KANWIL | NAMAKANWIL | oppy HAMA KPPN
TENGAH
PROVINSI
JAWA KAB
0300 oazs | X ) 13 JAWA 162 | SRAGEN
TENGAH KARANGANYAR TENOAL
o PROVINSI
0300 | JANA 0329 | KAR, WONOGIRI 13 JAWA 028 | SURAKARTA
s TENGAH
SANA PROVINS]
0300 | ‘rewcAn 0330 | KAB.CEPU 13 JAWA 163 | PURWODADI
NG TENGAH
: PROVINSI
JAWA .. | xoma
0300 ' o3s1 | & 13 JAWA 026 | SEMARANG 1
TENGAH SEMARANG oA
= PROVINSI
0300 s 0352 | KOTA SALATIGA 13 JAWA 134 | SEMARANG I
G TENGAH
- " PROVINS!
JAWA .. | xoma
0300 0353 e 13 JAWA 072 | PERALONGAN
TENGAH PEKALONGAN TRNGiid
Ak PROVINSI
0300 TENGAR 0354 | KOTA TEGAL 13 JAWA 118 | TEGAL
TENGAH
7 PROVINSI
JAWA -~ | xoma i
0300 0355 ) 13 JAWA 115 | MAGELANG
TENGAH MAGELANG il
" PROVINSI
JAWA .. | xoma
0300 oass | X 13 JAWA 028 | SURAKARTA
TENGAH SURAKARTA i
PROVINSI
ot , DAERAH S
0400 YocyakarTa | 0901 | kAR mANTUL 14 BARWAN 030 | YOGYAKARTA
YOGJAKARTA
PROVINS!
D zes [ B DAERAH M0
0400 PhGYAKARTA | 0902 | KAB. SLEMAN 14 roinsorie Y 030 | YOGYAKARTA
YOGJAKARTA
PROVINSI
DI KAR DAERAH s
0900 | yogyaxarma | % | Gususcxipun 14 ISTIMEWA 119 | WONOSARI
YOGJAKARTA
PROVT
nt KAR DAERAH s
0400 vooyaxarta | %% | kuLoweroco 14 ISTIMEWA 176 | WATES
YOGJAKARTA
PROVINS!
ot _. | xoma DAERAH —
0400 vocyakarta | 95! | vocvakarta 14 ISTIMEWA 030 | YOGYAKARTA
YOGJAKARTA
7 2 % : n = PROVINSI ; :
0500 | JAWA TIMUR 0501 | KAR. GRESIK 15 om | o3 | suramava:
> . RAB - PROVINST
0500 | JAWA TIMUR 0502 | NoUoKERTO 15 SAWATIMuR | 098 | MouokERTO
2 > = z = PROVINST z =
0500 | JAWA TIMUR 0503 | KAB. SIDOARJO 15 pipintigen TN 165 | SIDOARJO
0500 | JAWA TIMUR 0504 | KAB. JOMBANG 15 JawATiMug_| 098 | MOUOKERTO
™ : . ErTE : = PROVINSI . e
0500 | JAWA TIMUR 0505 | KAB. SAMPANG 15 g | 038 [ PaMERASsAN
- U B = PROVINSI -
0500 | JAWA TIMUR 0506 | pasExAsAN 15 SAWATIMuR | 036 | PAMEXasan
> . : 2 . PROVINSI -
0500 | JAWA TIMUR 0507 | KAB. SUMENEP 15 TAwATMUR | 036 | PAMERASAN
- ’ % KAR = PROVINS! R
0500 | JAWA TIMUR = R - 15 R | 036 | PAMEXASAN
N ) - ; . PROVINSI .
0500 | JAWA TIMUR 0509 | BoNpowoso 15 SAwATmur | 035 | Bonpowoso
x z KAR - PROVINSI > °
os00 | JAWATIMUR | 0510 | & imonpo 15 SAWATIMUR | 035 | BONDOWOSO
- 5 KAH = PROVINSI
0500 | JAWA TIMUR 0511 | pavvuwancs 15 JAWA TIMUR 100 | BANYUWANGI
- . : - PROVINST
0500 | JAWA TIMUR 0512 | KAB JEMBER 15 P 131 |JEMBER
7 2 2 z = PROVINS!
0500 | JAWA TIMUR 0513 | KAB. MALANG 15 AwATMUR | 032 | MALANG
0500 | JAWA TIMUR 0514 | kAR 15 PROVINSI 032 | MALANG
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KODE | NAMALOKAS! | kODE | mAMALOKAS! | XODE KODE
PROVINSI | PROVINSI | LOKASI PEMDA KANWIL | RAMAKANWIL |oppy' | NAMAXPPN
PASURUAN TAWA TIMUR
= . p— Y] - PROVINGI . =
os00 [aawammur [ os1s | B0, nao 15 Jawa muug_| 995 | BoNDOWOSO
: x — %A S PROVING
0s00 | JAWATIMUR | 0516 | [OMAuANG 15 | e | 131 [JEMBER
2 ST = PROVINSI
0500 | JAWATIMUR | 0517 | kAR KEDIRI 15 | Siwamaug | 99 [ KEDIRI
- . WAL, - PROVINST -
oso0 |sawaTMur | osis [RAR e 15 PROVINSI @ | 150 | BLITAR
¥ 2 7 = 2 : = PROVINS] 7
0500 | JAWATIMUR | 0519 | KA NGANJUK 15 AT | 034 |xEDIRI
- - . KAR . PROVINST -
oso0 |JawATiMUR | 0520 | FAencoaiex 15 | AwATmur | 034 | KEDIRI
. 3 = PROVINGT =
2 Y A
0500 |JAWATIMUR | 0521 | KAB. BUTAR 15 | Sawsamam: | 1590 |BLivan
a ——T = PROVINSI
0500 | JAWATIMUR | 0522 | KAR.MADIUN 15 [PROVINSL = | 033 |MaADIUN
» » . . : - PROVINST
0500 | JAWATIMUR | 0523 | KAR. NGAWI 15 A Tmur | 033 [mMapruw
T 2 : 5 z = PROVINS] %
0500 | JAWATIMUR | 052¢ | KAB. MAGETAN 15 | eonnmun | 93 [Mapiux
- . Y . PROVINS! .
os00 [JawATiMUR | osas |KAR 15 |PROVINSI | 033 [mapiun
0500 JAWA TIMUR 0526 | KAB. PACITAN 15 PROVINSL 099 | pACITAN
; AWA T ; ) ; JAWA TIMUR x
= - == . = PROVINSI =
0500 |JawaTiMUR | 0527 | e e oRo 15 | TRy | 073 | Bososecoro
» : z : = PROVINSI e -
0500 |JAWATIMUR | 0528 | KAB. TUBAN 15 | Tewnum | 166 [ TuBAN
x : : = RAD = PROVINSI =
oso0 [JawATiMur | osz29 | KRR 15 | PROVINSI | 073 [ movoecoro
- [ ®om - PROVINSI . .
o0s00 |sawaTmmur | o0ss1 | Simanava 15 | SAwaTMum | 135 | suraBAvam
g [ Ko = PROVINSI -
'] 2
0500 [sawamqur | oss2 |ROTA 15 | R eaun | 998 | MosokerTo
= - == = . PROVINSI
0500 |JAwATIMUR | 0553 | KOTA MALANG 15 Jawamuue | 932 |MALANG
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1500 g&'ﬁﬁf”“ 1508 | suncat 18 KALIMANTAN | 110 | Bamamai
g SELATAN SELATAN
X RAHL HULD PROVINST
1500 's"é‘_":r'i':’“ 1505 | sunaar 18 KALIMANTAN | 110 | BARaRAI
TENGAH SELATAN
s 2 PROVINSI
1500 KALIMANTAN 1506 | KAB. BARITO 18 KALIMANTAN | 045 | BANJARMASIN
SELATAN KUALA AN
PROVINSI
- KALIMANTAN .. |xam : . z =
1500 | S 1507 | eriacong 18 KAUMANTAN | 151 | TANJUNG
> PROVINST
KALIMANTAN _ KAR .
1500 | goiarey 1508 | KOS ot 18 KALMANTAN | 081 | KOTARARU
PROVINS]
KALIMANTAN 5 KAR. HULU 5 77
1500 | oA 1509 | S iR ia 18 KAUMANTAN. | 151 | TANJUNG
: PROVINST
1500 | KALIMANTAN | 5,5 | KA TANAH 18 KALIMANTAN | 081 | KoOTARARU
SELATAN BUMRLU igpren
TROVINGT
_ KALIMANTAN j KAR i .
1500 [ SACAN 1y | A 18 KAUMANTAN | 151 | TANJUNG
PROVINST
7 KALIMANTAN . | xoma ; y :
1500 | SiAan T gl [y — 18 RALMANTAN | 045 | BANJARMASIN
PROVINST
i KALIMANTAN cen | xOTA ” - .
1500 | KAUMAN msz | RO 18 RALMANTAN | 045 | BANJARMASIN
SELATAN
. 3
1600 | KALIMANTAN 1601 | KA KUTAI 19 KALIMANTAN | 046 | samamiNDA
ke TIMUR
PROVINS]
1600 | FALIMANTAN 1602 | KAR.PASER 19 KALIMANTAN | 047 | BaLikpAPAN
TIMUR KA
: PROVING]
1600 KALIMANTAN 1608 | KAR.BERAU 19 KALIMANTAN 153 | TANJUNG REDEP
TIMUR i
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KODE | NAMALOKAS! | XoDE | mAMALOKast | xobE KODE
PROVINSI | PROVINS! | LOKASI PEMDA KANWIL | NAMAKANWIL | oppy HAMA KPPN
— ]
jso0. | FALMANTAN: | 1oy, | KAR-KUTAL 19 KALIMANTAN | 046 | SAMARINDA
TIMUR BARAT
TIMUR
5 > PROVINSI
1600 | KALIMANTAN 1608 | KAB-KUTAl 19 KALIMANTAN | 046 | SAMARINDA
TIMUR TIMUR .
TIMUR
PROVINGT
. KALIMANTAN KAH. PENAJAM - ]
1600 [ KALD 1600, | KAR PENAIA 19 KALIMANTAN | 047 | BALIKPAPAN
TIMUR
- PROVINSI
KALIMANTAN 3 KAB. KUTAI x :
1600 | Taim 1600 | e i 19 RALMANTAN | 046 | SAMAWINDA
TENGGARONG PROVINST
1600 | TAHPRANTAN 1611 | KAR. KUTA! 19 KALIMANTAN | 046 | SAMARINDA
KARTANEGARA) TIMUR
- PROVING]
1600 KALIMANTAN 1613 | KAB. MAHAKAM 19 KALIMANTAN | 046 | samaminDa
TIMUR ULU
TIMUR
: PROVINSI
KALIMANTAN .. | xota ” A
1600 | maim al | S 19 KALIMANTAN | 046 | SAMARINDA
TIMUR
PROVING
. KALIMANTAN ___ | xoma - .
1600 | Tarim 1689 | phs sk anniin 19 KALIMANTAN | 047 | BALIKPAPAN
TIMUR
PROVINSI
1600 KALIMANTAN 165 | KOTA BONTANG 19 KALIMANTAN | 046 | SAMARINDA
TIMUR -
TIMUR
: PROVINST
1700 | SULAWESI 1702 | KAR. MINAHASA 27 SULAWESI 049 |MANADO
UTARA
UTARA
PROVINGT
SULAWESI T KAR. BOLAANG o v ol B> Z
1700 | Sreba T Rl et ot 27 SULAWESI 158 | KoTAMORAGU
UTARA
. KAR PROVINS!
1700 f}r"-\a: ESI 1704 | KEPULAUAN 27 SULAWES! 083 [TAHUNA
; SANGIHE UTARA
: KAR PROVINS]
1700 ﬁ.';";\a‘; s 1705 | KEPULAUAN 27 SULAWES] 179 | Brruse
: TALAUD UTARA
PROVINST
SULAWESI " KA. MINAHASA .. VY
1700 | Grama 1706 | SrraTan 27 SULAWESI 049 |MANADO
UTARA
- KAT. TOMOHON PROVING
1700 f_‘rﬂ\-“‘h‘: ESI 1707 | (KOTA 27 SULAWESI 049 | MANADO
i TOMOHON) UTARA
: - PROVINSI
1700 f_L;";AR“: wS| 1708 Ll(‘qmm:‘m'mm a7 SULAWESI 179 | mrmunG
. UTARA
KAH. KEP.,
: SANGIHE PROVINSI
1700 f#‘-\a‘; ESI 1709 | TALAUD (KAB 27 SULAWESI 083 | TAHUNA
. KEPULAUAN UTARA
SANGIHE)
: PROVINST
SULAWES! - KAB. MINAHASA . FOVIN ,
1700 | SULAW 1710 | XAE: MINAL 27 SULAWESI 049 |MANADO
_ UTARA
: KAH, HOLAANG PROVINSI
1700 f}leLQ: Rl 1711 | MONGONDOW a7 SULAWESI 158 | KoTamoRacu
UTARA UTARA
KAR. KitP. SIAU PROVINS!
D
1700 | TeeaA 1712 | TAGULANDANG 27 SULAWESI 083 | TAHUNA
; BIARO UTARA
n KA. HOLAANG PROVINS]
1700 i}rm“l 1713 | MONGONDOW 27 SULAWESI 158 | KOTAMORAGU
: SELATAN UTARA
. KAR. HOLAANG PROVINSI
SULAWESI " 3 . .. FIVIN ] -
1700 | Grana 1714 | MONGONDOW 27 SULAWESI 158 | xoramomacu
TIMUR UTARA
- PROVINGT
1700 | SULAWESI 1751 | KOoTA MARADO 27 SULAWESI 049 |MANADO
UTARA
UTARA
PROVINGI
SULAWESI —n | KOTA - A
1700 | SULAW e | KON 27 SULAWESI 049 |MANADO
UTARA
PROVINS!
1l
1700 | SULAWES 1753 | KOTA BITUNG 27 SULAWESI 179 | Brrunc
UTARA AR
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KODE | NAMALOKAS! | kODE | mAMALOKAS! | XODE KODE
PROVINSI | PROVINSI | LOKASI PEMDA KANWIL | RAMAKANWIL |oppy' | NAMAXPPN
; PROVING]
X SULAWES! s | xOTA e . s :
1700 | Srema 5 | rorioAGG 27 SULAWES! 158 | KOTAMORAGU
PROVINST
B,
T 1801 | Kam.POSO 24 SULAWESI 052 | poso
i TENGAH
PROVINGT
] SULAWESI KAH KOV i .
1800 1802 24 SULAWESI 051 |paLu
TENGAH DONGGALA rcerdep
- PROVINSI
1800 ?gﬁé‘:ﬁs' 1803 | KAR. TOUI-TOU 24 SULAWESI 082 | oLt -Tou
NG TENGAH
PROVINSI
1l
1800 | TENani 1804 | KAR. BANGGAI 24 SULAWESI 053 |LUWUK
g TENGAH
- PROVINST
1800 ig‘-“c?\sﬁ 1805 |Kam. BUOL 24 SULAWESI 082 | TOLI-TOU
TENGAH
> = PROVINST
SULAWESI KAH
i EOVIN 5 i
1800 [ FoeARE 1806 | oo WAL 2 %:éz i 052 | poso
PROVINS]
] SULAWES! _ | kan. saxcea e i "
1800 | TEmaan 107 | B At 24 SULAWESI 053 |LUWUK
TENGAH
PROVINSI
3 SULAWESI KAB. PARIGI - OVIN ? y
1500 | SULAWE 1age | AR PARN 2 SULAWESI 051 |paLu
z PROVINST
T
1m0p | e 1800 | BX3 TORC 24 | SULAWESI 0s2 |Poso
: N TENGAH
o
==
1800 ;LE{;AG:ES’ 1812 | Ka®.sIG1 24 SULAWESI 051 | pALU
TENGAH
. z > PROVINS]
1800 ?E{;g‘:&s' 1813 ﬁf,.[ BANGGAI 24 SULAWESI 053 [LUwWUK
! TENGAH
; RAR PROVING
1800 f.é%‘:ﬁs' 1814 | MorowaL 24 SULAWESI 0s2 | poso
NG UTARA TENGAH
PROVINST
A
1800 ?é“;‘é‘:;:s' 1851 | KOTA PALU 24 SULAWESI 051 |PALUL
NG TENGAH
? PROVING
1900 2&;‘}"&3' 1901 | KAB. PINRANG 23 SULAWESI 057 | PARE - PARE
; SELATAN
- PROVINSI
)
1900 i;ﬁ;‘\is' 1902 | KAB. GOWA 23 SULAWESI 136 | MAKASSAR DI
i SELATAN
PROVINSI
1l
1900 2&‘:}‘:‘\5' 1903 | KAB. WAJO 23 SULAWES! 055 | WATAMPONE
SELAT! SELATAN
- PROVINSI
1900 | SETATAR 1905 | KAR. HONE 23 | SULAWESI 055 | WATAMPONE
: SELATAN
. = PROVINST
SULAWESI KAH g
1900 3 1906 23 SULAWES! 170 | MAKALE
SELATAN TANATORAJA gl
n PROVINGT
1900 Zg_‘:;‘:‘f' 1907 | KAB. MAROS 23 SULAWESI 054 | MAKASSARI
; SELATAN
PROVINSI
-~
1900 | Srathn 1900 | Kam Luwu 23 SULAWESI 058 |pALOPO
SELATAN
PROVINST
1900 g%‘:ﬂfﬁ' 1910 | KAR. SINJA 23 SULAWESI 177 | sinoar
5 SELATAN
3
SULAWESI KAR i -
1900 : 1911 23 SULAWES] 056 | BANTAENG
SELATAN BULUKUMEA RATAR
PROVINS]
SULAWESI KAH , 2
1900 > 1912 23 SULAWES! 056 | BANTAENG
SELATAN BANTAENG BUA
PROVINST
SULAWES! KAR. . 2 :
1900 | SULAWE 913 | BAR 23 gt: t;\;V:;‘sx 056 | BANTAENG
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KODE | NAMALOKAS! | kODE | mAMALOKAS! | XODE KODE
PROVINSI | PROVINSI | LOKASI PEMDA KANWIL | RAMAKANWIL |oppy' | NAMAXPPN
” Al PROVING]
1900 :g‘:‘g&s' 1914 | KEPULAUAN 23 SULAWES] 155 | BENTENG
: SELAYAR SELATAN
PROVINSI
e
1900 | SN 1915 | KAB. TAKALAR 23 SULAWESI 136 | MAKASSAR N
;s SELATAN
> PROVINSI
1900 gg}*&s' 1916 | KAB. BARRU 23 SULAWESI 057 | PARE - PARE
4 SELATAN
- KA. PROVINSI
1900 ggj\‘}‘\is' 1917 | SIDENRENG 23 SULAWESI 057 | PARE - PARE
! RAPPANG SELATAN
KAR PROVINST
1
1900 | SEraTaN 1918 | PANGKAJENE 23 SULAWES! 054 | MAKASSARI
; KEPULAUAN SELATAN
- PROVINSI
1900 g'él‘:‘:?\is’ 1919 | KAB. SOPPENG 23 SULAWESI 055 | WATAMPONE
’ SELATAN
. 2 PROVINST
SULAWESI KAD
1900 > 1921 ) 23 SULAWES! 057 | PARE - PARE
SELATAN ENREKANG S XTAR
PROVINS]
. x =
1900 | SEraTan 1022 | BAR KUWU 23 | SULAWESI 0s8 |paLoro
L SELATAN
; ; PROVINSI
1900 g&:}ﬁ?' 1924 WL,;”“ u 23 SULAWESI 0s8 [ PALOPO
SELATAN
z z PROVINST
1900 2;‘_‘3&?’ 1925 LluqmmIORUA 23 SULAWESI 170 | MAKALE
: SELATAN
3
SULAWESI ., | xoma ; 5
1900 : 1951 : 23 SULAWES] 054 | MAKASSAR1
SELATAN MAKASSAR RATAN
" 5 PROVINSI
1900 2&?}‘&5' 1952 ;‘g{g PARE- 23 SULAWESI 057 | PARE - PARE
SELAT ’ SELATAN
” PROVINST
1900 :g‘:‘:}.‘\is' 1953 | koma paLoPO 23 SULAWESI 0sa |pALOPO
3 SELATAN
PROVINST
S
2000 ?El‘:&:ﬁ:\ 2002 | KAB. BUTON 25 | SULAWESI 103 | BAU-BAU
: TENGGARA
> PROVINGI
2000 ?E{;‘&:ﬁ" 2003 | KAB. MUNA 25 SULAWESI 157 | RAHA
. TENGGARA
- PROVINSI
2000 ?g&c‘éﬁ'\ 2004 | KAB. KOLAKA 25 SULAWESI 156 | KOLAKA
! . TENGGARA
TR PROVINST
SULAWES! . | kas. xoxawe
2000 2003 25 SULAWES! 060 | KENDARI
TENGGARA SELATAN ity
- PROVINSI
2000 | TENACARA 2006 | KAB. BOMBANA 25 SULAWESI 060 | KENDARI
/ TENGGARA
. PROVINSI
Ji
2000 ?E{;&‘zﬁ'\ 2007 | KAB. WAKATOBI 25 SULAWES! 103 |BAU-BAU
NGRAR TENGGARA
n T &3
2000 ?LE"‘;“G‘S‘E?\ 2008 L"f;fR':OMK" 25 SULAWESI 156 | KOLAKA
: / TENGGARA
- PROVINSI
2000 | R erATh 2009 | KAB. KONAWE 25 SULAWESI 060 | KENDAR!
: TENGGARA
TR PROVINST
2000 ?&Ao‘&g_l« 2010 t‘,?fkko“"“g 25 SULAWESI 060 | KENDARI
x TENGGARA
2000 ?g’;‘cﬁ’,\ 2011 Li(‘deARl ‘:U N 25 SULAWESI 103 | BAU-BAU
: - TENGGARA
PROVINS]
o =
200 | ToRraaoh 3017 | Taan A 25 | surawest 156 | KoLaKA
TENGGARA
PROVINS]
SULAWES! KAB. KONAWE : ]
2000 v 2013 | K 25 SULAWESI 060 | KENDARI
TENGGARA KEPULAUAN wmbindin
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KODE | NAMALOKAS! | kODE | mAMALOKAS! | XODE KODE
PROVINSI | PROVINSI | LOKASI PEMDA KANWIL | RAMAKANWIL |oppy' | NAMAXPPN
” PROVING]
2000 .f.'é";‘é}‘.ﬁ'\ 2051 | KOTA KENDARI 25 SULAWESI 060 | KENDARI
NGGAR/ TENGGARA
PROVINSI
p
2000 | FENeeaoh 2052 | KOTA BAU-BAU 25 SULAWESI 103 | BAU-BAU
NERAR TENGGARA
2 2 — PROVINGT
2000 ?E&‘G‘éﬁk 2053 m &'L NA 25 SULAWESI 157 | RAHA
. 4 TENGGARA
- - PROVINSI
= .
2000 ?E:"G‘éﬁ'\ 2054 S"‘E‘Baft\‘m" 25 SULAWESI 103 |BAU-BAU
: - TENGGARA
> PROVINSI
1l
a00s | SEEANE goss | XARKHUTOR 25 SULAWES! 103 |BAU-BAU
g TENGGARA
= KAR MALUKU PROVINSI .
2100 | MALUKU g0y | AEREA 29 e 173 | MmasoHI
2100 | maLuxy T i B |t 083 [TuAL
KAB. MALUKU S———
2100 | maLuxu 2103 | TENGGARA 29 PROVINSL 104 | sauMLaxi
MALUKU
BARAT
: KAB_ PULAU PROVINSI :
2100 | MALUKU 2104 | gA0 ] 29 ey 061 [AMBON
KAB. PROVINSI
2100 | maLuxy 2105 | KEPULAUAN 29 e 083 |TuUAL
i {ALUKU
: — T KAR. SEOM PROVINSI =
2100 | MALUKU T froirpr 29 ey 173 | MASOHI
= — | RAB. SERAM PROVINSI =
2100 | MALUKU gio7 | ENLNsRAS.. 29 oo 173 | MASOHI
2100 | MALUKU 2108 | KAB. MALUKU % | 061 |AMBON
KA. MALUKU PROVINSI 2
2100 | MALUKU 2100 | RS ara 29 ALAEL 104 | saumLaxs
= KAB. BURU PROVINSI -
2100 | MALUKU ane | gn o 29 o 061 [AMBON
= = : PROVINS] >
] 3
2100 | MALUKU 2151 | KOTA AMBON 29 R 061 |AMBON
- . PROVINSI -
2100 | MALUKU 2152 | KOTA TUAL 29 s 084 |TUAL
KAT PROVINST -
2200 | BALI 2201 gz 20 g 132 | SINGARAJA
; X PROVIRST -
2200 | BALI 202 | evmpaa 2 |G 132 | SINGARAJA
, Kan PROVING] -
2 29 J]
2200 | BALI gaos | BARL 20 i 154 | AMLAPURA
2200 | BALI 2204 | KAB. GIANYAR 20 S 037 | DENPASAR
— = PROVINST -
2200 | BALI ) | 20 it 154 | AMLAPURA
2200 BALI 2206 | KAB.BANGU 20 g’i‘&““‘ 154 | AMLAPURA
2200 | BALI 2207 | KAB. BADUNG S o o 037 | DENPASAR
2200 | BALI 2208 | KAB. TABANAN 20 ﬁgw‘s' 037 | DENPASAR
RAN. NEGARA TROVINGS] =
7 7 2 )
2200 | BALI 209 | o ana 20 | pary 154 | AMLAPURA
— [ ®oia PROVING] - =
2200 | BALI s | R 20 e 037 | DENPASAR
2500 | TENGGARA gsgy | KA. LOMBOK 21 NUSA 038 | MATARAM
2 o . BARAT 2 TENGGARA 4
BARAT
2%00 | TENOGARA 7302 | KAB-LOMBOK 21 NUSA 038 | MATARAM
2 e 2 | TENGaH 2 TENGGARA ! ;
BARAT
2300 %&G\cmx 2303 | KAB. LOMBOK 21 zfg;"lhﬂ 169 | SELONG
2 A . TIMUR TENGGARA !
BARAT
i PROVINSI
2300 TENGGARA 2303 | kAB.BIMA 21 NUSA 071 | BiMA
v TENGGARA
BARAT

www.peraturan.go.id



71 2019, No.1417

KODE | NAMALOKAS! | XoDE | mAMALOKast | xobE KODE
PROVINSI | PROVINS! | LOKASI PEMDA KANWIL | NAMAKANWIL | oppy HAMA KPPN
NUBA PROVINSI
Y. I
2300 | TENGGARA 2305 | KAB. SUMBAWA 21 ot T 101 | SUMBAWA BESAR
BARAT e
BARAT
= PROVINSI
2300 | TENGGARA 2306 | KAB. DOMPU 21 ;‘gfgc R 071 | BIMA
BARAT 3!
BARAT
o PROVINST
_ | kan. suMBAWA NUSA )
2300 | TENGGARA 207 | BADaT 21 i SO 101 | SUMBAWA BESAR
HARAT
o PROVINST
KAR. LOMBOK NUSA
230 2 2 f
300 | TENGGARA 2308 | Shaon 1 ireai AP 038 | MATARAM
BAR BARAT
NUEA PROVING]
I
2300 | TENGGARA 2351 | KOTA MATARAM 21 NUSA 038 | MATARAM
RARAT TENGGARA
BARAT
- PROVINST
2300 | TENGGARA 2352 | KOTA BIMA 21 ;‘ngc R 071 | BIMA
BARAT 3!
BARAT
T PROVINST
2400 | TENGGARA 2401 | KAB. KUPANG 22 A, 039 | KUPANG
gt TENGGARA
TIMUR
o PROVINST
2400 | TENGGARA 2402 | KAB.BELU 22 NUSA 172 | ATAMBUA
el TENGGARA
TIMUR
SR PROVING]
KAB. TIMOR ; NUSA o ’
2400 TT%\‘(&(:ARA dges | XATMOR. 22 e ARA 172 | ATAMBUA
TIMUR
NUSA KAR. TIMOR 51;(;;1.\51
2400 | TENGGARA 2404 | TENGAH 22 s 039 | KupaxGc
TIMUR SELATAN Lol
o PROVINST
2400 TENGGARA 2405 |KAB.ALOR 22 NUSA 039 | KUPANG
i TENGGARA
TIMUR
o PROVINST
2400 | TENGGARA 2406 | KAR.STKKA 2 NUSA 040 [ENDE
e TENGGARA
TIMUR
A PROVING
_ | xaB_FLORES NUSA 2 ;
2400 | TENGGARA 2407 | ThiuR 22 SRR 174 | LARANTUKA
TIMUR
— PROVINSI
4
2400 | TENGGARA 2408 | KAB.ENDE 22 N s 00 |ENDE
TIMUR .
TIMUR
StiA PROVINST
2400 | TENGGARA 2400 | KAR. NGADA 22 e B 111 |RUTENG
TIMUR ;
TIMUR
= PROVINS!
NU ] ;
2400 Tgsgmm 2510 | KaAB 22 | NUSA 111 |RUTENG
Lt MANGGARAI 22 TENGGARA
TIMUR
ey PROVINST
KAB. SUMBA NUSA .
2400 | TENGGARA 2411 | FAR 22 SRR 041 | WAINGAPU
TIMUR
ey PROVINS]
KAH. SUMBA NUSA y
2 7312 2
2400 | TENGGARA a2 | BAOC 22 i S 041 | WAINGAPU
TIMUR
— PROVINSI
2400 | TENGGARA 2413 | KAR. LEMBATA 22 ;;L"?éc ABA 174 | LARANTUXA
LR TIMUR
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KODE | NAMALOKAS! | XoDE | mAMALOKast | xobE KODE
PROVINSI PROVINS! | LOKASI PEMDA KANWIL | NAMAKANWIL | oppy HAMA KPPN
” PROVINSI
NUSA
KAH. ROTE NUSA !
2400 | TENGGARA 2414 | xbao 22 oot TN 039 | kupraxaG
TIMUR
= = PROVINSI
2400 | TENGGARA 2415 | MANGGARA! 22 ';‘S:é(‘ R 111 |RUTENG
TIMUR BARAT NGG!
TIMUR
it KAH TIMOR PROVINSI
_ | kag. TiMoR NUSA N
3 A 1‘ 3 1
2000 | TENGGARA ane | T 22 AR 172 | ATAMBUA
UTARA) TIMUR
S PROVINST
L ig
2400 | TENGGARA 2417 | KAB. NAGEKEO 22 HUSA 040 [ENDE
L TENGGARA
TIMUR
NUEA PROVINS]
KAR. SUMBA NUSA
2 2 21 ]
2400 | TENGGARA 18 | Tencan 22 AR 041 | waNGapu
TIMUR
PROVINST
NUSA o o
KAB. SUMBA NUSA
2 24 2 B3 7 v
2400 | TENGGARA a9 | ol rava 22 i e 2PN 041 | WAINGAPU
TIMUR
it PROVINSI
MANGGARAI NUSA
2400 ;E):if;:m\ 2420 | 22 SR 111 |RUTENG
TIMUR
S PROVINST
KAH. SABU NUSA 3
2 2 22 I
2400 ;E:SSARA gaz1 | RASLA 22 g 039 | KuPANG
TIMUR
NUEA PROVING]
2400 | TENGGARA 2422 | KAB. MALAKA 22 NUSA 172 | ATAMBUA
ke TENGGARA
TIMUR
vy PROVINST
2400 TENGGARA 2451 | KOTA KUPANG 22 ;‘é’fé(. R 039 [KupPaANG
TIMUR oy
TIMUR
T PROVINSI
2400 | TENGGARA 2453 | KAB. RUTENG 22 NUSA 111 |RUTENG
i TENGGARA
TIMUR
2500 | PAPUA 2501 | KAB. JAYAPURA 30 I';l:‘(‘)L\"“i‘!\Sl 063 | JAYAPURA
= = KAH. BIAK- "PROVINSI -
2500 | PAPUA 2507 | KAS EIA 30 ey 064 | BIAK
KAW PROVINSI
2500 | PAPUA 2504 | KEPULAUAN 3o iy 138 | SERUI
e PAPUA
2500 PAPUA 2507 | KAB. MERAUKE 30 ﬁg&‘s’ 068 | MERAUKE
v % KA PROVINGI
2500 | PAPUA 2508 | TAvAwiiAva 30 BAPR 113 |waMENA
S PROVINSI 2
1 C { "
2500 | PAPUA 2500 | KAR. PANIAI 30 Py 085 | NABIRE
- - - OVIRST —T
2500 | pAPUA 2510 | kAR NABIRE 30 PAPUA. 085 | NABIRE
2 = KAR. PUNCAK PROVINS!
2 |}
2500 | PAPUA s [ XAR 30 oy 113 | WAMENA
- . PROVINST
2500 | PAPUA 2512 | KAR. MIMIKA 30 PAPUA 141 | TiMIKA
2500 | PAPUA 2513 | kAR MaAPH 30 ';ig&}"s’ 068 | MERAUKE
2500 PAPUA 2514 | KAB. ASMAT 30 gﬁgﬁ}“s’ 068 | MERAUKE
S — .| XAB GOVER PROVINS] -
2500 | PAPUA 2515 | BeGORL 30 PRI 068 | MERAUKE
2500 PAPUA 2516 | KAB. SaRMI 30 ﬁﬁg&}"s’ 063 | JAYAPURA
- - N PROVINST -
2500 | PAPUA 2517 | KAR. KEEROM 30 PAPUA 063 | JAYAPURA
2500 PAPUA 2518 | KAB. TOLIKARA 30 gfgt‘,}“‘ 113 | WAMENA
- . KAD PROVINS! -
2500 | PAPUA 2919 | prinieGAN 3o PARR 113 | waMENA
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KODE | NAMALOKAS! | XoDE | mAMALOKast | xobE KODE
PROVINS! | LOKASI PEMDA KANWIL | NAMAKANWIL | oppy HAMAXPON
BINTANG
KAD -
2500 | PAPUA 2520 | MAMBERAMO 30 PROVENSL 063 | JAYAPURA
PAPUA
RAYA
2500 | PAPUA 2523 | KAR. WAROPEN 30 gr:‘(l)L\&:\sx 138 | SERUI
= e | KA PROVINSI -
2500 | PAPUA Ul [ 30 iy 113 [ waMENA
2500 | PAPUA 2527 | KAB. SUPIORI 30 i 064 | BIAK
2 MAMBERAMO PROVINSI
y x
2500 | PAPUA 2528 | renaant 30 SR 13 | waAMENA
, . KA. LANNY PROVINGI )
2500 | PAPUA as0 | O 30 PAPUA 113 | waAMENA
2 : PROVING! A
! 25: ; 8 . 2
2500 | PAPUA 2530 | DOGIYAI 30 oyt 085 | NABIRE
- . - PROVINST -
2500 | PAPUA 2531 | vausmo 30 ey 113 | WAMENA
: x PROVINGI
2 ] 2 2 N Ji
2500 | PAPUA 2532 | NDUGA 30 RORA 113 |waMENA
2500 PAPUA 2533 | KAB. PUNCAK 30 gﬁg&&"s' 151 | TIMIKA
” = KAH DAVAL PROVINS] |
2500 | PAPUA 3594 | B A 30 g 085 | NABIRE
—_ | KAR. INTAN PROVINS! 2
25 ] : N
500 | PAPUA 3535 | Tak 30 ey 085 | NABIRE
- . - PROVINST =
2500 | PAPUA 2536 | KAR. DEIYAI 30 PAPUA. 085 | NABIRE
: = KOTA PROVINST : T
2 ]. 2
2500 | PAPUA aiay | BB s 30 Lot 063 | JAYAPURA
KAD. -
2600 BENGKULU 2601 | BENGKULU 08 PROVINSL 016 | BENGKULU
BENGKULU
UTARA
KAR =
2600 | BENGKULU 2602 | BENGKULU 08 ;‘gxﬁv 121 | Mmanwa
SELATAN
I—— KAH. REJANG PROVINST - —
2600 | BENGKULU 2603 | pmong 08 ORI 146 | cuRruUP
x = > PROVINSI
pl I ol I 2
2600 | BENGKULU 2604 | KAB. SELUMA 08 i N 121 [ MmaNNA
- n - PROVINSI =
2600 | BENGKULU 2605 | KAB.KAUR 08 Soscanh i 121 | Manya
= KAH MUKO- PROVINS] > n
2600 | BENGKULU 2606 | yuo 08 it 181 | MukoMUKO
= : — PROVING] =
2600 | BENGKULU 2607 | KAB. LEBONG 08 et 156 |curup
————— — T PROVINSI - —
2600 | BENGKULU 2608 | KAR. G 08 R it 146 | cuRuUP
KAR s
2600 BENGKULU 2609 | BENGKULU 08 PROVINSI 016 | BENGKULU
s BENGKULU
TENGAH g
— — | KOTA PROVINGI —
2600 | BENGKULU assy |RER i 08 S it 016 | BENGKULU
= > - PROVINST
2800 MALUKU 2801 | KAB. MALUKU 28 MALUKU 062 | TERNATE
UTARA UTARA
UTARA
- KAR. PROVINSI
2800 {'fr‘ig:‘ 2802 | HALMAHERA 28 MALUKU 062 | TERNATE
TENGAH UTARA
KAR PROVINS!
KU
2800 | iRV 2803 | HALMAHERA 28 MALUKU 112 | ToBELO
; UTARA UTARA
TR KAH PROVINGT
2800 | MALUX 2804 | HALMAHERA 28 MALUKU 062 | TERNATE
! SELATAN UTARA
5 KAD PROVINS!
J I
2500 t‘.‘r‘:é}t 2805 | KEPULAUAN 28 MALUKU 062 | TERNATE
’ SULA UTARA
= KAR PROVING
200 | 2806 | HALMAHERA 28 MALLKU 112 | ToBELO
Y TIMUR UTARA
- KAD PROVINST
2800 {'E&é}‘ 2807 | HALMAHERA 28 MALUKU 062 | TERNATE
BARAT UTARA
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KODE | NAMALOKAS! | kODE | mAMALOKAS! | XODE KODE
PROVINSI | PROVINS! | LOKASI PEMDA KANWIL | NAMAKANWIL | ‘cppy' | NAMAXPPN
een - y PROVING]

2800 'L“‘,T‘L“‘i}“ 2808 MNOmROmTJ;IAL 28 MALUKU 112 | ToBELO

! UTARA
: PROVINST
J

2800 | MALUKU 2800 | KAB-PULAU 28 MALUKU 062 | TERNATE

UTARA TALIABU
UTARA
: PROVINGI

2800 MALUKU 2851 | KOTA TERNATE 28 MALUKU 062 | TERNATE

UTARA
UTARA
= PROVINGI
2800 | MALUKU 2852 | KOTA TIDORE 28 MALUKU 062 |TERNATE
UTARA UTARA
PROVINSI
MALUKU .. | xotaTmoss A )
2800 | MALUX aasy | ROTLTENS 28 MALUKU 062 | TERNATE
UTARA
2000 | BANTEN 2001 | KAB. SERANG 10 | EaaR 020 | SERANG
, KA. PROVINSI . i
2900 | BANTEN moa | KB 10 . 161 | RANGKASRITUNG
2900 BANTEN 2903 | KAB LEBAK 10 gﬁg_‘r'gs' 161 | RANGKASBITUNG
KAR. PROVINST - -
2000 | RANTEN 2008 | XA 10 e 127 | TANGERANG
KOTA PROVINST = :

N 7

2000 | BANTEN a1 |30 - o 10 i 127 | TANGERANG

2900 | BANTEN 2952 | KOTA CILEGON TR 020 | SERANG

o " PROVINS
2900 | BANTEN 2953 | KOTA SERANG 10 | pawres 020 | SERANG
ROTX s
2900 | BANTEN 2954 | TANGERANG 10 ;’i‘:%s' 127 | TANGERANG
SELATAN
REPULAUAN . PROVINS] [ atone

3000 | RANGKA 3001 | KAB. BELITUNG 09 BANGKA 197: | TR
BELITUNG BELITUNG ;
KEPULAUAN PROVINSI

3000 | BANGKA 3002 | KAB. BANGKA 09 BANGKA 015 | PANGKAL PINANG
BELITUNG HELITUNG
KEPULAUAN ” PROVINSI

3000 | BANGKA aooa | EA% A‘.?“"G KA 09 | Banoxa 015 | PANGKAL PINANG
BELITUNG BELITUNG
REPULAUAN - PROVINST

3000 | BANGKA 3004 | KAR BANGKA 09 BANGKA 015 | PANGKAL PINANG
BELITUNG BELITUNG
KEPULAUAN z T PROVINS]

3000 BANGKA 3005 ;&?&GKA 09 BANGKA 015 | PANGKAL PINANG
BELITUNG BELITUNG
KEPULAUAN - PROVINSI —

3000 | manNGkA acos | XAR BELITUNG | g9 | mancKa 07 | SN
BELITUNG HELITUNG /
KEPULAUAN KAD. SUNGAT PROVINSI

3000 | BANGKA 3007 | LIAT (KAB. 09 BANGKA 015 | PANGKAL PINANG
BELITUNG BANGKA) RELITUNG
KEPULAUAN KOTA PROVINST

3000 | RANGKA 3051 | PANGKALPINAN 09 BANGKA 015 | PANGKAL PINANG
BELITUNG G BELITUNG

KAR PROVINSI =

3100 [corovtaro [ 311 | &N \ug 26 | PROVINSL | oso | corowtaLo

= PROVINS!

3100 | GORONTALO | 3102 | KAR. BOALEMO 26 |PROVINSL | 180 | mamisa

a0 | corowtaro | 3103 | petuwaro 26 | oeonTato | 180 | MaARisa
KAH. HONE PROVINSI .

3100 | GoroNTALO | 310 | KA HON 26 e NALe | 030 | coroNTALO
KAR. LIMBOTO

3100 | GoronTALO | 3105 | RAR. 26 g%?a\g:?iw 050 | GORONTALO
GORONTALO) b
: PROVING]

3100 | GORONTALO | 3106 | KAB. MARISA 26 oomoNTALe | 180 | MARSA
KAR

3100 | GoronTALO | 3107 | GOrONTALO 26 FROVING 050 | GORONTALO
oy GORONTALO

[ %om PROVING] .
3100 |GomontAlo | ;s [gOTS . o 26 e nALe | 030 | coroNTALO
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KODE | NAMALOKAS! | kODE | mAMALOKAS! | XODE KODE
PROVINSI | PROVINSI | LOKASI PEMDA KANWIL | RAMAKANWIL |oppy' | NAMAXPPN
v PROVINS!
az00 | KEPULAUAN 3201 | KAR. BINTAN 31 KEPULAUAN 009 | TANJUNG PINANG
RIAU RIAU
PROVINGI
: -
3200 | KEPULAUAN 3202 | KAB. KARIMUN 3l KEPULAUAN 137 | BATAM
RIAL
RIAU
: — PROVINGT
3200 KEPULAUAN 3203 | kAR NATUNA 31 KEPULAUAN 009 | TANJUNG PINANG
RIAU ;
AU
- — PROVING]
J
azpo | KEPULAUAN 3204 | kan unGaa 31 KEPULAUAN 009 | TANJUNG PINANG
RIAU RIAU
? PROVINGT
JLAUAN
azop | KEPULAUAN 3205 | KAR. ANAMBAS 31 KEPULAUAN 009 | TANJUNG PINANG
RIAL Jhs
PROVING]
KEPULAUAN KAB z o =
3200 | KESL 3206 | KAR. G a1 ;igu\t AN 137 | BATAM
azop | KEFULAUAN 3207 Am 31 ?}?tmm 120 | pumal
2 RIAU 7 | kePULAUAN o
MERANTH _
: = PROVINGT
| A
azoo0 | KEPULAUAN 3251 | KOTA BATAM 3 KEPULAUAN 137 | BATAM
RIAL
RIAU
— - - PROVING]
3200 | KEPULAUAN gasz | KOTA TANJUNG a1 KEPULAUAN 009 | TANJUNG PINANG
RIAL PINANG e,
KAR PROVINS] E
330 APU 3 3: VOKW/
3300 | pApuABARAT | 3301 | hvorwam 33 PABUA BARAT | 065 | MANOKWARI
3300 | PAPUABARAT | 3302 | KAR. SORONG 33 pl .lwwé A’_’ E\R‘ A | 066 |soRrONG
z > PROVINS] = T
]. A A -
3300 | PAPUABARAT | 3303 | KAB.FAK FAK a3 PROVINS! a1 | 067 | FAK - Fak
KAD. SORONG PROVINS! =
3300 | PapuAmARAT | 330s | BAT. S 33 AT | 066 | soroNG
R R T PROVING] : r
3300 | PAPUABARAT | 3305 | SAD R 33 PAPUA BaRAT | 066 | SORONG
KAH. TELUK PROVINSI E X
330 APU 3 3: i
300 | paruamarat | 3306 | BIG 0 33 P Il AT | 065 | MaNORWARS
- — | ®Am_ TELUR PROVINS! n -
3300 | PapuABARAT | 3307 | pRkiinR 33 PAPUA BARAT | 065 | MANOKWARI
= - PROVINST = TR
3300 | PAPUABARAT | 3308 | KABR. KAIMANA 3a PASUA BamaT | 067 | Fax - pax
KAD PROVINSI =
3300 [ papuamaRaT | 3309 | Piingiw 33 oA narar | 966 | soronG
x PROVING] n =
) A h
3300 | PAPUABARAT | 3310 | KAB. MAYBRAT 33 PROVINSL A7 | 066 | sSORONG
3300 PAPUA BARAT | 3311 | PEGUNUNGAN 33 PROVINS! 065 | MANOKWARI
PAPUA BARAT
ARFAK
KAH PROVINS!
3300 | PAPUA BARAT | 3312 | MANOKWARI a3 PAPUA BARAT | 065 | MANOKWARI
SELATAN / /
= = PROVINSI =
3300 | PAPUABARAT | 3351 | KOTA SORONG 33 oA narar | 966 | soronG
n PROVING]
3400 | SULAWESI 3401 | KAB. MAJENE a2 SULAWESI 059 | MAJENE
RARAT
BARAT
PROVINSI
-~
3900 | paEAwEst 3302 | KaR. MAMDIU 12 SULAWESI 178 | MAMUIU
BARAT
: o PROVINST
3400 | SULAWESI 3503 | KAR. MAMUIL - o= N (R—
BARAT UTARA
BARAT
, — PROVINSI
3400 | SULAWESI 304 | KAR FOLEWAL 1 SULAWESI 059 | MAJENE
BARAT MANDAR
BARAT
PROVINS]
o
300 | Faaaeh 3405 | KAB. MAMASA 3z SULAWES! 059 | MAJENE
BARAT
. . = PROVINGI
3400 SULAWESI 3406 | KAB. MAMUJU 32 SULAWESI 178 | Mmamuou
RARAT TENGAH
BARAT
: PROVINSI
|
3300 | SULAWESI 3451 | MAaMuIU a2 SULAWES! 178 | MaMuU
BARAT BARAT
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KODE | NAMALOKAS! | kODE | mAMALOKAS! | XODE KODE
PROVINSI | PROVINSI | LOKASI PEMDA KANWIL | RAMAKANWIL |oppy' | NAMAXPPN
v PROVING]
3500, | KALUIMANTAN | .o, | KA® . 19 KALIMANTAN | 185 | TANJUNG SELOR
UTARA BULUNGA?
UTARA
5 PROVINST
ssop | BALIMANTAN | 3200 | kam. nunukax 19 KALIMANTAN | 152 | NUNUKAN
UTARA y
UTARA
= PROVING]
3500 KALIMANTAN 3503 | KAB. MALINAU 19 KALIMANTAN 185 | TANJUNG SELOR
UTARA
UTARA
PROVINGI
3500 | FALIMANTAN | yqqe | KAB.TANA 19 KALIMANTAN | 098 | TARAKAN
UTARA TIDUNG
UTARA
PROVINGT
aspo | KALIMANTAN | 3:51 | kot TARAKAN 19 KALIMANTAN | 048 | TARAKAN
UTARA iy
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F. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGEMBALIAN

<KOP SURAT=>

2019, No.1417

Ketiga (PFK) dari......(3]

SURAT KETETAPAN
PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

Menunjuk surat permintaan pengembalian penerimasn dana Perhitungan Fihak
...... (5)....hal Permintaan
Pengembalian Penerimaan Dana PFK, dengan ini ditetapkan agar kelebihan penerimaan
dana PFK tersebut dikembalikan kepada:

nomor surat......(4)....tanggal

Ne Nama Alamat | NPWP Nomor Nama Nama Nominal
Penerima Rekening | Rekening Bank Pengembalian
A6). | o (7)- A8 | 9. | ...110).-. 1) | 12).. {13)...

Demikian ketetapan ini dibuat untuk dapat dipergunakan scbagaimana mestinya

Ditetapkan di

...... (14)......

Tanggal,..(15)...bulan..(16)..tahun..[17)..

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETETAPAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

NO URAIAN [SIAN

(1) Diisi kop surat

2) Diisi dengan nomor penerbit surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK
3) Diisi dengan instansi yang meminta pengembalian penerimaan dana PFK

4) Diisi dengan nomor surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK

{5) Diisi dengan tanggal surat permintaan pengembalian penerimaan dana PFK

(6) Diisi dengan nomor urut

7 Diisi dengan nama penerima pengembalian penerimaan dana PFK

(8) Diisi dengan alamat penerima pengembalian penerimaan dana PFK

(9) Diisi dengan NPWP penerima pengembalian pencerimasan dana PFK

(10) | Diisi dengan nomor rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK sesuai
buku tabungan/rekening koran/data bank

{11) | Diisi dengan nama rekening penerima pengembalian penerimaan dana PFK sesuai buku
tabungan/rekening koran/data bank

(12) | Diisi dengan nama bank tempat penerima pengembalian penerimaan dana PFK
membuka rekening

{13) | Diisi dengan nominal rupiah yang akan dikembalikan dalam angka

{14) | Diisi dengan tempat surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat dan
ditandatangani

(15) | Diisi dengan tanggal surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat dan
ditandatangani

{16) | Diisi dengan bulan surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat dan
ditandatangani

(17) | Diisi dengan tahun surat ketetapan pengembalian penerimaan dana PFK dibuat dan
ditandatangani

{18) | Diisi dengan nama jabatan penerbit surat ketetapan pengembalian penerimaan dana
PFK

(19) | Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat ketetapan pengembalian
penerimaan dana PFK dan dibubuhi cap dinas

{20) | Diisi dengan nama pejabat penerbit surat ketetapan pengembalian penerimaan dana
PFK
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G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ni :
Nama 3
NIP & X
Jabatan Dot in g on gk op sikinpe

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab penuh atas permintaan pembayaran pengembalian atas
Pencrimaan Negara pada  Satker/Pemda/PT.Taspen  (Persero)/PT  Asabri
(Persero)/bank/pos  persepsiflembaga  persepsi  lainnya/pihak  lainnya®)
......... (4)........ sebesar ......[5}..... untuk keperiuan pengembalian kelebihan
setoran/potongan dana PFK.

2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran
pengembalian atas Penerimaan Negara terscbut, scbagian atau seluruhnya, kami
bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan kembali kelebihan
pembayaran tersebut ke Kas Negara.

3. Secpala akibat yang timbul dari pembayaran pengembalian penerimaan negara
menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarmnya.

|*) Filih salah satu

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
NO URAIAN ISIAN
(1)} | Diisi Nama Penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Diisi NIP/nomor kepegawaian pejabat Penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak

12)

{3} | Diisi Jabatan Penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak
Diisi nama Satker/Pemda/ PI Taspen (Persero)/PT Asabri  (Persero)/bank/pos

(4)
persepsi/iembaga persepsi lainnya/pihak lain

{5} | Diisi jumlah permintaan pengembalian kelebihan setoran/potongan dana PFK

(6) | Diisi lokasi penerbit SPTUM

(7) | Diisi tanggal penerbitan SPTJM

Diisi nama Satker/Pemda/ PT Taspen (Persero)/PT Asabri  (Perscro)/bank/pos

18}
persepsi/lembaga persepsi lainnya/pihak lain

(9) | Diisi Nama Penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(10) | Diisi NIP Penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
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FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
<KOP SURAT>

H.

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
Nomor...(1)....

Scksi Verifikasi dan Akuntansi/Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Seksi
Verifikasi, Akuntansi, dan Analisa Statistik Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
mencrangkan bahwa Kuasa Bendahara Umum Negara telah membukukan

I .1 P
Penerimaan Negara dengan rincian sebagai berikut,
Pembukaan Kuasa Bendahara Umum Negara
N Nama Tanggal
No
Penyetor Setor NTPN/ Jumliah
Tanggal Nomor SPM Akun Sctoran
dan SP2D
(1 12} [3] [4] 151 16] 7]
B) | e (1) D cossfosss PROPE (> T PP el 6o {8)..... veee{9)...

«.(10)..., Tanggal....(11)....

*} Pilih salah satua
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN
NO URAIAN ISIAN
(1) Diisi Penomoran SKTB
(2) Diisi Nama KPPN

(3) Diisi Nomor Urut

(4) Diisi Nama Penyetor/Satker

() Diisi Tanggal Penyctoran/tanggal SPM Satker

(6) Diisi Tanggal Pembukuan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(7) Diisi nomor NTPN/Nomor SPM dan SP2D

(8) Diisi kode akun penerimaan dana PFK

(9) Diisi jumlah atau nilai yang dibukukan olch Kuasa Bendahara Umum Negara
(10) Diisi tempat SKTB dibuat dan ditandatangani

(11) | Diisi tanggal SKTB dibuat dan ditandatangani

Diisi nama jabatan Kepala Scksi Verifikasi dan Akuntansi/Kepala Seksi
(12) | Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal/Kepala Scksi Verifikasi,
Akuntansi, dan Analisa Statistik KPPN Mitra Kerja

(13) | Diisi tanda tangan pejabat yvang menandatangani SKTB dan dibubuhi cap dinas

(14) | Diisi nama pejabat penerbit SKTB
(15) | Diisi NIP pejabat penerbit SKTB
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FORMAT SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NOMOR.....[2)...ccc.
TENTANG

KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

Menimbang

a,
b.

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Surat Ketetapan
tentang Keterlanjuran Sctoran
Penerimaan Negara:

Mengingat

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

tentang
Republik
Lembaran

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tehun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5156},

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423) schagaiman diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor...../PMK.05/2019
tentang Dana perhitungan Fihak Ketiga.

Memperhatikan

. Surat

. Surat

Permohonan Pengembalian Kesalahan/Kelebihan
Penerimaan Dana PFK
dari....[5)...Nomor...... (6).....Tanggal...(7).....

Keterangan Telah Dibukukan Nomor

TanEal...(Ql....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Keterlanjuran sctoran Penerimaan Negara dengan BPN
wene(10). ..... tanggal ..... (11)... sebesar Rp ..(12) ...

KEDUA

Di

2

L

Menyetujui pengembalian sebagian/ seluruhnya keterlanjuran
sctoran Penerimaan Negara scbagaimana dimaksud dalam

ktum PERTAMA dengan uraian scbagai berikut:
Jumlsh Uang :
Yang Berhak Menerima

a. Nama Penerima

Alamat Penerima

NPWP

Nomor Rekening

Nama Rekening

nap e

www.peraturan.go.id

2019, No.1417




2019, No.1417 _84-

f. Nama Bank Penerima P s ey (19).ciiiaians

3. Atas Beban

a. Fungsi, Sub Fungsi, 000000
Program
b. Kegiatan, Output, Sub (B)(‘)(I)D.OOOO
O“'F."‘i‘l“ o & ER i (20},
c. Klasifikasi Belanja !
d Al : 99999 (Bendahara

Umum Negara

e. Bagian Anggaran 440780 (Pengembalian

. Penerimaan
f. Satuan kerja Perhitungan Fihal
. Ketiga)
¥ Ly 01.51 [Jakarta Pusat)
KETIGA : | Pembayaran scbagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

adalah untuk keperluan pengembalian kesalahan/kelebihan
penerimaan dana perhitungan fihak ketiga.

KEEMPAT : | Pencairan dana dilakukan melalui KPPN Jakarta I1.

KELIMA :| Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dircktur Sistem
Perbendshraan seclaku penerbit Surat Perintah Membayar
Pengembalian Penerimaan Dana PFK (SPMPP- PFK).

An Menteri Keuangan Republik
Indonesia Seclaku Bendahara Umum

Negara
<24>
NIB iainidad 7 %) RO B0
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LAMPIRAN KETETAPAN......... ()i $

NOMOR .....{2).... TANGGAL ...(22)...

N Penerima NPWP Rekening Bank Nominal Pengembalian
2 Nama Alamat Nomor Nama i ...{26)... | ...127)... Jumlah
[1] [2] 13] [4] [5] [6] [7] [8] 9] [10]=[8]+[9]
28) | (18) | (1S)el | - 16) s | {17 | o (18)e ] 19).l ] - (29).0 | . (30).. i L 3 § R
Jumlah .{32)... | ...(33).. .-.{34)...

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Selaku Bendahara Umum Negara,

*Lampiran hanya digunakan jika penenma pembayaran lebih dan 1 (satu) penerima. Angka 14 sampa 19
diisi dengan “terlampir” (tanpa tanda petikj

www.peraturan.go.id



2019, No.1417 _86-

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN KETERLANJURAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

NO URAIAN ISIAN
(1) Diisi Kepala KPPN Penerbit Surat Ketetapan

(2) Diisi Nomor Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara

(3) Diisi dengan dasar pertimbangan
(4) Diisi Kepala KPPN Penerbit Surat Ketetapan

n Diisi Nama Instansi Penerbit  Surat  Permohonan  Pengembalian
® Kesalahan /Kelebihan Penerimaan Dana PFK

Diisi Nomor Surat Permohonan Pengembalian Kesalahan/Kelebihan Penerimaan
@ Dana PFK
o Diisi Tanggal Surat Permohonan Pengembalian Kesalahan/Kelebihan

Penerimaan Dana PFK

(8) Diisi Nomor Surat Keterangan Telah Dibukukan
{9) Diisi Tanggal Surat Keterangan Telah Dibukukan

Diisi Nomor Bukti Penerimaan Negara [BPN) yaitu nomor NTPN atau nomor SPM

(10)
dan nomor SP2D Satker

Diisi Tanggal Bukti Penerimaan Negara (BPN) vaitu tanggal NTPN atau tanggal
SPM dan tanggal SP2D Satker
(12) | Diisi Nilai Bukti Pencrimaan Negara {BPN)

(11)

(13) Diisi Jumlah Nominal (dalam angka dan huruf)

(14) Diisi Nama Penerima

(I5) | Diist Alamat Penerima
(16) | Diisi NPWP Penerima

(17) | Diisi Nomor Rekening

(18) Diisi Nama Rekening
(19) | Diisi Bank Tempat membuka Rekening
(20) | Diisi Kode Akun dan uraian akun

(21) | Diisi Nama Kota tempat penerbitan surat ketetapan

(22) | Diisi tanggal penerbitan surat ketetapan
(23) Diisi Kepala KPPN Penerbit Surat Ketetapan

(24) | Diisi Nama pcjabat penerbit surat ketetapan

(25) | Diisi NIP pejabat penerbit surat ketetapan
(26) | Diisi Kode Akun

(27) Diisi Kode Akun

(28) Diisi Nomor Urut

(29) | Diisi Jumlah dalam Angka

(30) | Diisi Jumlah dalam Angka

(31) | Diisi Jumlah dalam Angka

(32) Diisi Jumlah Kolom 8 (dalam Angka)
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(33) | Diisi Jumlah Kolom 9 (dalam Angka)
Diisi Jumlah Kolom 10 (dalam Angka). Jumlah pada Angka 34 sama dengan
Jumlah pada Angka 14

(34)

J. FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH PEMBAYARAN DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA.

BERITA ACARA

PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH PEMBAYARAN
DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
TAHUN ....(3)....

Pada hari ini ...(4)...... tanggal ..{5).. bulan ...(6)... tahun ...(7).... bertempat di ..(8).... telah
dilaksanakan perhitungan bersama Selisih Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Sementara/Rampung®) Tahun Anggaran ..[9).. antara Direktur ..(10})... -Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, dan Dircktur PT Taspen, Dircktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Keschatan, Direktur PT Asabri, dan Direktur Perum Bulog*) yang menyepakati selisih
pembayaran dana perhitungan PFK Sementara/Rampung®) Tahun Anggaran ...(11).....sebesar
Rp [dalam angka dan huruf] dan merupakan selisih .. (12)..... dengan ketentuan scbagai
berikut:

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan Negara pada Dircktorat  Jenderal
Perbendaharaan untuk Tahun Anggaran ..(13)... dan dengan memperhatikan data realisasi
penerimaan sctoran PFK, discpakati bahwa realisasi penerimaan setoran PFK untuk Tahun
Anggaran ...[14)... adalah secbesar Rp jdalam angka dan huruf], dengan rincian secbagai
berikut:

a, Uraian akun...[15)
b, Uraian akun...(15)
c. Dst

2. Berdasarkan data pembayaran dana PFK pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
telah dikonfirmasi dengan data yang disampaikan, discpakati bahwa realisasi pembayaran
dana PFK untuk Tahun Anggaran ..(17)... adalah sebesar Rp [dalam angka dan huruf |
dengan rincian sebagai berikut:

a, Uraian akun...(18)...... (akun....... ) sebesar Rp ...... (19) 000 :
b. Uraian akun...(18)...... (akun....... ) sebesar Rp ...... {19)....... -
c. Dst

3. Berdasarkan perhitungan scbagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, discpakati
bahwa perhitungan seclisih pembayaran dana PFK Sementara/Rampung*) Tahun Anggaran
«.-{20)....... adalah scbesar Rp [dalam angka dan huruf | dan merupakan sclisih..(12)..
dengan rincian sebagai berikut:

a. Seclisih ...{21).. pembayaran dana PFK Uraian akun ...(22)... {akun .... ) sebesar
Rp...... (23)....... 3
b. Selisih ...{21).. pembayaran dana PFK Uraian akun ...(22)... {akun .... ) scbesar Rp

c. Dst

Uraian lebih rinci atas jumlah selisih...(21).. pembayaran dana PFK Rampung Tahun
Anggaran ..(24)... sebesar Rp [dalam angka dan hwruf | tersebut di atas dilampirkan dalam
Berita Acara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sccara bersama dalam keadaan schat dan tanpa
tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan scbagaimana mestinya. Asli Berita Acara ini
berikut kelengkapannya dibuat scebanyak ..(25).., masing-masing menjadi milik pihak-pihak
yang menandatangani Berita Acara ini, dan satu untuk ditempatkan scbagai dokumen resmi
Dircktorat Jenderal Perbendaharaan schagai pengelola penerimaan dan pembayaran Dana
PFK.

Dibuat di Jakarta
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pada tanggal ...... (26)......

Direktur ....(27).......... Direktur ..{29).... — Dircktorat
Jenderal Perbendaharaan,

....<Nama Lengkap>...{28)....... .. <Nama Lengkap>...(30)......

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERHITUNGAN SELISIH KURANG/LEBIH
PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

No Uraian Isian
1 Diisi dengan nomor Berita Acara dari Kementerian Keuangan
2 Diisi dengan nomor Berita Acara dari pihak ketiga
3,9 11, Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
13, 14, 17,
20, 24,
Rl Diisi dengan hari pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih pembayaran
dana PFK
5 Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih
pembayaran dana PFK
6 Diisi dengan bulan pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih
pembayaran dana PFK
7 Diisi dengan tahun pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih
pembayaran dana PFK
8 Diisi dengan tempat pelaksanaan kegiatan perhitungan sclisih kurang/lebih
pembayaran dana PFK
10 Diisi dengan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga [PFK) scbagai KPA
12,21 Diisi dengan dengan "kurang” atau “lebih”
15, 18, 22, | Diisi uraian akun pembayaran

23
16, 19 Diisi jumlah nominal angka

25 Diisi danan jumlah berita acara yang dibuat

26 Diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan perhitungan selisih kurang/lebih
pembayaran dana PFK

27 Diisi dengan nama dan tandatangan pcjabat yaitu:
Dircktur Keuangan dan Investasi BPJS Keschatan;
Direktur Keuangan PT Taspen (Persero);
Dircktur Investasi dan Keuangan PT Asabri (Persero); atau
Dircktur Keuangan Perum Bulog.

28 Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat

29 Diisi dengan Dircektur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala Satker Pengembalian
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga [PFK) scbagai KPA

30 Diisi dengan nama dan tandatangan Direktur Sistem Perbendaharaan selaku Kepala

Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai KPA
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K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
RAMPUNG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

PEMBAYARAN DANA
PERHITUNGAN FIHAK KETIGA RAMPUNG KEPADA
PT TASPEN (PERSERO). PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG BERDASARKAN REALISAS! PENERIMAAN PFK
SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN ...(2)...

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang L > bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerimaan dana PFK
sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun...(3).., olch aparat
pemeriksa, telah dilakukan koreksi atas penerimaan dana PFK tahun

b. bahwa dalam rangka pembayaran kekurangan dana PFK
berdasarkan koreksi penerimaan dana PFK tahun _(5)..., perlu
diterbitkan Surat Keputusan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga
Rampung Kepada PT Taspen (Perscro), PT Asabri (Persero), Badan
Penycleggara Jaminan Sosial (BPJS) Keschatan, dan Perum Bulog,
berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal 31
Desember Tahun ..(6)..;

Mengingat ¢ Peraturan Menteri Keuangan Nomor J/PMK.05/2019 tentang Dana
Perhitungan Fihak Ketiga;
Memperhatikan @ Laporan Keusngan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Audited Tahun
Anggaran..(7)....
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG

PEMBAYARAN DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA RAMPUNG KEPADA
PT TASPEN (PERSERO), PT ASABRI (PERSERO), BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN, DAN PERUM BULOG
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PFK SAMPAI DENGAN
TANGGAL 31 DESEMBER TAHUN ....(8)..

PERTAMA ! Realisasi pencrimaan dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun
Anggaran ..{9).. sebesar Rp ...(10).........

KEDUA ¢ Realisasi pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ..(11).. sebesar Rp ...
(12)...

KETIGA ¢ Kekurangan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ..{13)... scbesar Rp ...

(14).... dengan rincian scebagai berikut:
1. Pembayaran dana PFK ....{15)... sebesar Rp...... (16)...;
2. Pembayaran dana PFK ....{17)... sebesar Rp...... (18)...;
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3. Dst.
Kelebihan pembayaran dana PFK Tahun Anggaran ...(19)... sebesar Rp
PO V.1 ) AR dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelebihan pembayaran dana PFK ...(21).... sebesar Rp...... (22)...;
2. Kelebihan pembayaran dana PFK ...(23).... sebesar Rp...... (24)...;
3. Dst.
Kelebihan pembayaran dana PFK ... (25)..... schesar Rp /dalam angka dan
huruf] diperhitungkan dengan kekurangan pembayaran dana PFK ....(26)....
scbesar Rp fdalam angka dan huruf]

KEEMPAT : Jumlah yang masih harus dibayarkan sebesar Rp [dalam angka dan huwruf]
akan dibayarkan kepada ...(27).... sectelah memperhitungkan kelebihan
pembayaran dana PFK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan
pembayaran kepada:
) SIRS53 B8 ass scbesar Rp jdalam angka dan huruffjdengan rincian:

a. Kckurangan pembayaran scbesar Rp [dalam angka dan huruf]
b. Dst

2 Dst.
KEENAM :  Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2 Dircksi PT Taspen (Perseroj;
3. Direksi PT Asabri (Persero);
4. Dircksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Keschatan;
5. Direksi Perum Bulog;
6. Direktur ... {2 4" BN, , Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan;
7. Kepala KPPN Jakarta IL
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...(30)...

a.n. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA,

<NAMA LENGKAP=>
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBAYARAN DANA PFK RAMPUNG

No Uraian Isian
1 Diisi dengan nomor SKP-PFK Rampung
2s8.d9, 11, 13, | Diisi dengan tahun anggaran berkenaan
19,
10 Diisi dengan jumlah penerimaan dana PFK sesuai dengan LKBUN Audited
tahun berkenaan
12 Diisi dengan jumlah realisasi pembayaran dana PFK sampai dengan tahun
anggaran berkenaan
14 Diisi dengan jumlah kekurangan pembayaran dana PFK sampai dengan tahun

anggaran berkenaan

15, 17, 21, 23, | Diisi dengan nama Pihak Ketiga

25s.d28
16, 18 Diisi dengan jumlah kekurangan pembayaran dana PFK
20 Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran dana PFK sampai dengan tahun
anggaran berkenaan
22,24 Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran dana PFK
29 Diisi dengan Dircktur Sistem Perbendaharaan seclaku  Kepala Satker
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Scbagai KPA
30 Diisi tanggal penerbitan SKP-PFK Rampung

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SRI MULYANI INDRAWATI
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